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PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR / 4 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA

10.

PENYAMPAIANNYA
BUPATI JEPARA,

bahwa daolom rongka terfib administrasi don akuntabilitas pelaksanoon don pertanggung-
jowaban pelaksanoan APBD, peru disusun fata cora penatauschoon dan penyusunon
laporan perianggungiowaoaban bagi bendohara serto penyompaiannya;

bohwa ketentuon Pasal 31 oyot (4] Peraturan Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2006 fentong
Peloporan Keuongan don Kinerfa instansi Pemerintah, mengomoanatkan Bupafi untuk
menyusun fata cora penatouschoon don penyusunon loporon perfonggungiawaban
bendahora serfo penyompaionnyo;

bahwa berdasorkaon pertimbangan sebogaimana dimaksud dalom huruf @ dan huruf b,
periu menefapkan Tala Cara Penatouschoon don Penyusunon Loporan Pertanggung-
jowabaon Bendaohara serfa Penyampaiannya dengan Peraturan Bupafi;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daeroh-doeroh Kabupaten

dalom Lingkungon Propinsi Jowa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangon Negara [Lembaron Negara
Republik iIndonesio Tahun 2003 Nomor 47, Tombohon Lembaoron Negoro Republik iIndonesia
Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharoan Negora (Lembaran Negara
Republik indonesio Tahun 2004 Nomor 5, Tombaoahon Lembaron Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tohun 2004 fentang Pemerksoon Pengeloloon don
Tanggungjowab Keuangon Megara [Lembaron Negara Republk indonesic Tohun 2004
Nomor &6, Tombahan Lembaran Negora Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentong Pemerintohan Doerch [Lembaoron Negoro
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125, Tambahan Lembaron Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teloh diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentong Perubohan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentong Pemeriniohon Doeroh (Lembaron Negora Republik indonesio Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4844);

Undoang-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaongon Keuangon Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerntachon Doerch [Lembaoron Negara Republik iIndonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambaohan Lembaoron Negara Republik indonesic Nomor 4438);

Peraturon Pemerintoh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloloon Keuangon Daoeroh
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republ iIndonesia Nomor 4578);

Peraturon Pemerintah Nomor 8 Tohun 2006 fentang Pelaporan Keuangon dan Kinerja instansi
Pemerintah (Lemboron Negora Republik indonesia Tahun 2006 omor 25, Tombahon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

Peraturan Menter Dalom Negerd Nomor 13 Tohun 2006 tentong Pedoman Pengeloloon
Keuvangaon Doerch sebagaimana telch divboh dengan Peraturon Menterd Dalom Neger
Nomor 59 Tahun 2007 tentong Perubahon Atas Peraturon Bupati Dalam Neger Nomor 13
Tahun 2004 tentong Pedoman Pengeloloon Keuangon Doerah;

Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Caro Penatouschoan
Dan Penyusunan Laporan Perfanggungiowaban Bendohara Serta Penyompoionnyo.
Peraturan Daerah Momor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengeloloan Keuwangan
Doerah.
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PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA,

Dalom Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

, -

10.

1

Bendohara Penerdmoon odoloh pejobol fungsional yong ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, don mempertanggungjowabkan uang pendapatan asi doerah dalam
rangka pelaksonoon APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimoan Pembaniu odalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerma, menyimpan,

Bendohara Penerimoon PPEKD odaloh pejobat fungsional yong ditunjuk unfuk menerima. menyimpan,
menyetorkan, menatousahakan daon mempertanggung-jowabkan penermoan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.

Bendohaora Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerdma, menyimpan, membayarkan,
menata-usahakan, dan memperfanggungiawabkon uvang untuk keperiuon belanja doerch dalom rangka
pelaksanoan APBD pada SKPD.

Bendohora Pengeiuaron Pemboniu adoloh pejobat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkaon, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperuan belanja doerah
dalom rangka pelcksanaan APBD poda unit kerja SKPD.

Bendahara W PPED odaloh pejabat fungsional yong ditunjuk menerma, menyimpan,
membayarkan. menala-usahakaon don mempernanggungjawabkan uang untuk keperuan fransaksi PPKD.

Kas Umum Doerch adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala doerah untuk
menampung seluruh penerdimoan doerch dan digunckan untuk membayar seluruh pengeluaran doerah.
Rekening Kas Umum Doerah adailoh rekening fempat penyimpanon uang doerah yang ditentukan oleh
kepaia doerah uniuk menompung seluruh penerimaoon doerch dan digunakon untuk membayor seluruh
pengeiuaran doerah pada bank yang ditetapkan.

Surat Penyedioan Dona yang selanjuinya disingkat SPD odoloh dokumen yang menyotakan fersedionya
dana untuk melaksanakan kegiolon sebogai dosar penerbitan SPP,

Surat Permintoan Pembayaron yong seionjuinyo disingkat SPP odaoloh dokumen yong diterbitkon oleh
pejabat yang bertonggung jowab otas peloksonoon kegiaton/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
pemintoon pembayaran.

SPP Uang Persedioan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaiah dokumen yang diagjukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaoon uang muka kerdo yang bersifat pengision kembali frevolving) yang fidok
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

12. SPP Ganfi Uong Pemsedioon yang selanjuinyo disingkat SPP-GU odaloh dokumen yang dicjukan oleh

13.

14.

15.

16.

17.

18.

bendoharan pengeluaron unfuk pemintoon pengganfi uang persedioan yong fidok dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persedioan yang selonjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendohora pengeluaron atou bendahara pengeluoron pembantu untuk permintoon fombohan uang
penedioan guna meloksanokan kegiatan SKPD yang bersifat mendesok don fidok dopat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaon.

SPP Langsung uniuk pengodoan Barang dan Jasa yong selonjuinya disingkot SPP-LS untuk pengoadoan
Barang don Jasa odaloh dokumen yong digjukan oleh bendohara pengeluaron atou bendohara
pengeluaran pembantu untuk pemmintoan pembayaran longsung kepada pihak ketiga atas dasor
perjanjion kontrak kerja otou surat perintah kerja loinnya dengan jumiah, penerma. peruntukon. dan wakiu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTE.

SPP Langsung untuk pembayoaran Gaji don Tunjongan yang selonjutnyo disingkat SPP-LS untuk pembayaran
Ggji dan Tunjongon adaloh dokumen yong diojukan oleh bendahara pengeluaron unfuk permintaan
pembayaron gaji don funjangan dengan jumiah, penerima, peruntukon, dan wokiu pembayaran ferfentu.

SPP Langsung PPKD yang selonjutnya disingkat SPP-LS PPKD odalah dokumen yang digjukan oleh bendahara
mmnmmmmmmmmw

Surat Perntaoh Membayaor yong selonjutnya disingkat SPM adaloh dokumen yang digunakaon/diterbitian oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggoaran unfuk penerbiton SP2D otas bebon pengeluoran DPA-
SKPD.

Surat Perintoh Pencaoiron Dana yang selonjutnya disingkat SP2D odalah dokumen yang digunakan sebogoi
dasar pencairan dana yang diterbitkon Bendoharg Umum Doeroh berdasarkan SPM.
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Pasal 2

(1) Sendohara penerimoon SKPD bertugas untuk menerma. menyimpan, menyetorkan, menatousahakan. dan
mempertanggungiawabkan

3)

(4)

)

(2)

(4)

(2)

3

(4)

()

im

penerimoon pendopaton dalom rangka peiaksanaan APED pada SKPD.
Uniuk meloksonakan fugas sebogaimona dmoksud poda oyot (1) bendohaora penerdmoon SKPD

berwenang:

a. menerma penerimoon yang bersumber darl pendapatan asll doerah;

b. menyimpan seiuruh penedmaoan;

c. menyetorkon penerdmaan yang diterima dari pihok kefiga ke rekening kas umum doerah paling lambat
1 hari kera:

d. Khusus untuk wilayah Kecamatan Karimunjowa penyetoron penerimaan yang diterima dar pihak ketiga
ke rekening kas umum doerah paling lambat 7 hari kerja;

e. mendapatkan bukli tronsaksi otas pendapatan yang diterdma medalul Bank.,

Daolom hal obyek pendapatan doeroh tersebor secara geografis sehinggo wajib pojok don/atau wajib
retibusi mengolomi kesuliton dalom membayar kewafibonnya, dapat ditunjuk sotu atou lebih bendahara
penermaoan pembaontu SKPD untuk meiaksanakan fugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

Tata cora penatousahoan don penyusunan laporan perfanggungjowaban bendahara penerimaoan SKPD
daon bendohara penermoon pembontu SKPD serfo penyompaionnya fercontum dalom Lompiran |
Peraturan Bupati inl.

Pasal 3
Bendohara penermoan PPEKD bertugas untuk menatousahakan don memperianggung-jowobkan seluruh
penerimaan pendapatan PPKD dalom rangka pelaksanaan APBD.

Untuk meloksonaokon tugos sebogaimong dimoksud pada ayat (1] bendohara penedmoan PPKD
berwenang untuk mendapatkan bukfi transcksi atas pendapatan yang diterima melalui Banic.

Atas perfimbongon efisiensi don efekfifilas, tugas don wewenang bendahara penerimoaon PPKD
sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Doerah.

Tata cara penatousahoon dan penyusunan laporan perfonggung-jowaban bendahara penerimaan PPED
serfa penyampaiannya fercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Bendohara pengeluaran SKPD berfugas untuk menerma, menyimpon, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertang-gungiowabkon pengeluaran vang dalom rangka pelaksonaan AFBD pada SKPD.
Dalom meloksonaokon fugos sebagaimana dimoksud poda ayat [1) bendohara pengeluaron SKPD

|

Q. mengajukan permintaon pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS:

b. menerima dan menyimpan uang persedioan;

C. meloksonokon pembayaran dari uang persedioan yang dikelolanya;

d. menoiok perintoh boyor dari Pengguna Anggaron/Kuasa Pengguna Anggaron yang fidok sesuoi
dengan ketentuon peraturan;

e. menelifi kelengkopan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan cleh PPTK:

f dokumen pendukung SPP-LS yang diberdkon oleh PPTE, opabila dokumen tersebut fidak
memenuhi syarat dan/atou fidak iengkap.

Dalom hal pengguno anggoran melimpohkan sebagion kewenangannya kepoda kuasa pengguna
onggaran, ditunjuk bendohora pengeluaron pemboniu SKPD unfuk melaksanckon sebogian fugas dan
wewenang bendahara pengeluaran SKPD.
Untuk melaksanokon seboagion fugas seboagaimana dimaksud podo oyat [3) bendohara pengeluaran
pembanty SKPD berwewenang:
mengajukon permintoan pembayoran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
menerima dan menyimpan vang penedioon yong berasal dorl Tambahan Uang dan/atau pelimpahan
UP dari bendahora pengeluaran;
melaksanakon pembayaran dor vang persedican yang dikelolanya;
menolok perintoh bayor dard Kuasa Pengguna Anggoaran yong fidok sesual dengan ketentuan
peraturan:
meneiiti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikon oleh PPTK;

dokumen pendukung SPP-LS yang diberkon oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat don/atau fidak lengkap.
Tata cara penatouschoan don penyusunan laporan perfanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD

don bendohara pengeluaran pembanty SKPD serfa penyompaionnya tercontum dalom Lompiran Wil
Peraturan Bupati ini,

o
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Bendahara pengeluaran PPED bertugas untuk menatausahakon dan mempertanggungjowabkon selurun
pengeluaran PPED dalom rangka pelaksanaan APBD.
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berwenang:

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD:

b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD:

c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait. apabila
dokumen fersebut fidak memenuhi syarat dan / atou tidak lengkap.

tarrmmmmmmmwmm
mmmpmmtmmmmmwmwn

Pasal &

(1) Bendaohara Umum Daerah waijib menyompaikan loporan atas pengelolaan uang yong terdapat
dalam kewenangannya.

(2) Loporan sebogaimana dimaksud podao ayat (1) berupa

a. Laporan Posisi Kas Harian
b. Rekonsiliasi Bank

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disompaikan kepada Kepala Daerah setfiap hari
kerja

[4]Tm'mmmmmwmmmmmwmv
Peraturan Bupati ini
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan petunjuk tata cara administrasi bendahara doerah dinyatakon tetap beraku, sepanjang
tidak bertenangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal 2 Januari 2010

Agor sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penetapannya dalom Berita Doerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara,
pada fanggal 30 Daserioer 2009

BUPATI JEP

HENDRO MARTOJO

Diundongkan di Jepara PR e~
Pada lamd..mm-m:"w}ﬂﬂﬁ PENCLITLAN SURAT

JABATAN _ 4 PARAF

Sekretaris Daxan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, t:*su.:: L - -_':_—
la Bagian

Kasubeg |
. BAGLAN st e
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TANGGAL }_Q___D_u.u_ o 3

TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA

1.A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat
Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang
berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang
sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat
Tanda Setoran (STS), pengecualian untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa penyetoran ke Kas
Daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya.

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat
Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen
tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran

2. Nota Kredit

3. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan

4. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.

b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan.
€. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga prosedur tersebut.
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Tgl. | No.Bukti

lumigh Penerimaan R R R
lumiah yang disetorkan I R R
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Terdiri atas:

Cara Pengisan;

BEEe@None Wy -

13.
14,
15.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersanghutan dan Periode

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom ] dhisi dengan tanggal penerimaan

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan

Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalul kas bendahara penerimaan, bank, atau melalyl kas umum dasrah
Kolom 5 ditsi dengan detail kode rekening pendapatan ash daerah

Kolom & diisi dengan uraian pendapatan sesuai dergan kode rekening

Kolom 7 disi dergan jumlah pendapatan asl daerah

Kolom § diisi dengan tanggal peryetoran

. Kolom § diisi dengan Nomaor 5TS
. Kolom 10 diisi dengan jumiah uang yang disetor

Kolom 11 dilsi dengan Keterangan jika diperiukan

lumiah penerimaan dilsi dengan total jumiah pendapatan selama 1 bulan®

Jumiah disstorkan adalah jumiah total penyetoran pendagatan selama 1 bulan®

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kay yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas
tunai, simpanan di bank, stavpuniainnya®

Kolom tanda tangan ditandatangani pieh Bendahara Penenmaan dan Pengguna Anggaran disertal nama jelas®

Diis: hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER 575
SKPD ...........
TAHUN ANGGARAN
Bendahara Penerimaan ... .
No. | No.STS | Tanggal _ Kode Rekening Uraian Jumiah Penyetor -
1 2 3 4 ] [] 7 | 8
|
Mengetahul/Menyetujul: SR - - —— :
Penggurna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas] (Nama jeias)
NIP. NIP,
Cara Pengisign;

ludul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dar Nama Bendahara Penerimaan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 ditsi dengan nomor 5TS

Kolom 3 diisi dengan tanggal 5TS

Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalarm satu STS bisa terdiri dari beberapa
pendapatan,

Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan

Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan

Kolom 7 dissi dengan nama penyetor

Eolom B dirsi dengan Keterangan jika diperivkan

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertal nama jelas*

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperlugn penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan

Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai
dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan
dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan
dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas
umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat
penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan mengisi Buku Penerimaan
dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu
bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening.

3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumiah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke
rekening kas umum daerah,

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan
penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah
Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara
penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas
Penerimaan Secara Tunai



Al Pencatatan Penerimaan Tunal

! Uraian ¥ Bendahara Penerimaan

I
' | Proses Penerimaan

| Tunai

1. Bendahara penerimaan menyiapkan Surat |
Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang
Sah

| L]
1 | Surat Tanda Bukti
‘ [ Pembayaran/Bukti Lain
i Yang Sah
| |
[ [
|
|
L ]

2. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/ Melakukan Pengisian
Bukti Lain Yang Sah Tersebut, Bendahara buku penerimaan dan
Penerimaan melakukan Pengisian Buku penyetoran bendahara
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara penerimaan

| Penerimaan pada bagian penerimaan. '
Kolom yang diisi ialah no. bukti, tanggal
transaksi, cara pembayaran, kode
rekening, uraian dan jumiah,
3. Hasil dari penatausahaan ini adalah buku
[ penerimaan dan penyetoran Bendahara -
| Penerimaan yang sudah terupdate Buku Penerimaan dan
[ Penyetoran Bendahara

Penerimaan




A7 Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai

Uraian Bendahara Penerimaan ,

Proses Penyetoran

penerimaan tunal ke
kas umum daerah |

1 Bendahara penerimaan menyiapkan bukti l
sural tanda setoran ke rekening kas umum Surat Tanda Setoran .
daerah. : i

2. Berdasarkan STS tersebut, Bendahara

Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan pada | s - v e
bagian Penyetoran Kolom Tanggal, No. TS | |
dan Jumlah Penyetoran |
|
Melakukan Pengisian

| 3. Kemudian Bendahara Penerimaan mengisi register STS

register 5T5
*

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Apeter 313
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Buku Penerimaan dan
Penerimaan dan register STS yang sudah ter Penyetoran Bendahara
update Penerimaan

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan
Waijib pajak/waijib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Dalam
kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank
mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga penyetoran nya.
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat
penerimaan dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di rekening bank bendahara penerimaan
adalah sebagai berikut:

P

2

Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank (pemberitahuan tergantung dari
mekanisme yang digunakan) mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.
Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran
atau bukti lain yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas
penerimaan tersebut.

Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, bendahara penerimaan mencatat
penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom
tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui
rekening bendahara penerimaan.

Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang
diterima. Setelah itu bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumiah penerimaan yang
didapat.

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan
pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1

Bendahara penerimaan membuat 5TS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya
dengan cara transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum daerah.



2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan
penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No. 5TS dan Jumliah
Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara

penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas
Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan.

8.1. Pembukuan Penerimaan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan
Uraian ! Bendahara Penerimaan

Proses Penerimaan di
| Bank bendahara
pererimaan

1. Bendahara penerimaan menyiapkan nota |
kredit/informasi  lainnya mengenal  adanya
penerimaan di rekening bank bendahara

penerimaan

Surat Tanda Bukti

pembayaran/Bukt

| Lain Yang Sah
"*‘ |
2. Bendahara Penerimaan melakukan pengisian | Melakukan Pengisian

Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian | Buku Penerimasn dan
Penerimaan. Penyetoran

Buku Penerimaan
dan Penyeloran

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku
Penerimaan dan Penyetoran vyang sudah
terupdate
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yang sudah terupdate

Uraian Bendahara Penerimaan
Proses Penyetoran
Penerimaan ke kas
umum daerah
. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti surat
tanda setoran ke rekening kas umum daerah dan
nota kredit yang dikeluarkan oleh bank oo Tands Suioien
Mota Kredit
. Berdasarkan STS dan nota kredit tersebut, Melakukan Pengisian
bendahara penerimaan mengisi Bukuy Buku Penerimaan dan
Penerimaan dan Penyetoran pada bagian | Peryetoran
Penyetoran
. Kemudian bendahara penerimaan mengisi Buku Melakukan Pengisan
Register 5TS Regster TS
L
. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku
Buky Penerimaan
Penerimaan dan Penyetoran serta Register 5TS | dia Panvetoran

¢. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui rekening kas umum
daerah. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya
penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung di rekening bank Kas Umum

Daerah adalah sebagai berikut:

1

2.

3.

pendapatan melalui rekening kas umum daerah.

Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atas
pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum daerah.

Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan mencatat penerimaan pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan.

Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan juga mencatat penyetoran pada
Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran




C Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Uraian

1. Bendahara Penerimaan menerima slip

. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang

. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang

setoran/bukti  lain yang sah dari
penyetoran melalui rekening kas umum
daerah |

sah Bendahara Penerimaan mencatat
penerimaan di Rekening kas umum
daerah itu pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran pada bagian Penerimaan

Bendahara Penernimaan

Proses Penerimaan di
kas umum daerah

Siip Setoran/Bukti Lain
yang sah

v

Melawukan Pengisian Buku
Penerimaan dan
Penyetoran

sah ini juga Bendahara Penerimaan
mencatat penyetoran ke Rekening kas
umum daerah ity pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian Penyetoran

.

Melakukan Pengisan Huku
Penerimaan dan
Penyatoran

Hasil akhir dari proses ini adalah Buku
Penerimaan dan Penyetoran yang sudah
lerupdate

-

Buku Penerimaan
dan Penyetoran
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3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
A. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat
pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LP)) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LP)
bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LP) tersebut dilampiri dengan:

SKPD
PERIODE

b.
C.
d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan

Register 5TS
Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertang-gungjawaban bendahara penerimaan SKPD
adalah sebagai berikut:

1.

2

3.

Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan
pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.

Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan
pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban
bendahara pembantu,

Bendahara penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK
SKPD.

Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan, maka PPK SKPD akan
melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban
(edministratif) sebagal bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari
kerja terakhir bulan tersebut.

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN

A Penerimaan s et

o4 =

Tunai melalui bendahara penerimaan.

Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu
Melalui ke rekening bendahara penerimaan
Melalui ke rekening kas umum daerah

-------------

§8878

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) BE rrrionss

C. Jumish penyetoran RD. cssrrisnss
D. Saldo Kas di Bendahara R bl

1. Bendahara Penerimaan

2. Bendahara Penerimaan Pembantu ......
3. Bendahara Penerimaan Pembantu ......
4 dst....

888

Menyetujui: asisirig DOMEEM wiinisrisssias

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.



B. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggung-jawaban secara fungsional kepada PPKD
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LP) yang sama dengan
pertanggungjawaban administratif. LP) fungsional ini dilampiri dengan:

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan

b. Register 5TS
c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung-jawaban bendahara penerimaan SKPD
adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan
pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu
yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan
yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika
melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD
sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja
terakhir bulan tersebut.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL

BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
PERIODE
A, Penerimaan R s it
. Tunal melalui bendahara penerimaan. DG
2. Tunal melalui bendahara penerimaan pembantu B
3. Melalul ke rekening bendahara penerimaan RO ooriisreinses
4. Melalui ke rekening kas umum daerah R R
8. Jumiah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) RP. oo
C. Jumiah penyetoran R,
D. Saldo Kas di Bendahara R ..
1. Bendahara Penerimaan Rp. ...
2. Bendahara Penerimaan Pembantu ... Rp. ...e
3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... RD. ..ee
4, dst.... Rp. ...
Menyetujui: srssissey DONGER o
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP,



Uraian PPED Pengguna PPX Bendahars Penerim Bendahara Penenmaan |
L Berdasarkan i |
PertangRung [awaban Pertanggungjawaban Pertanggungawaban
bendakars Bendshara Peneri- Bendshara Peneri- |
penerimaan maan Pembantyu maan Pembanty |
pembanty, Buku
Penerimaan dan \—j/_
Peryetoran yang telah
ditutup pada skhir Bukti-bukti
bulan serta Ragister sah
ST%, bendahara Register §TS
penETmEan membuat
Fertanggung jawaban | Buku
Sendahars Penerimaan dan
Penarimesn Penyetoran
Bendahara
Penerimaar
2 bendahara
pensnmasn
bendshars Penerimaan Penerimasn
pEnerimaan ke
PEngERUNg Anggacan
maelaiui PRI SKPD.
Apakah
dietujul — Tidah
7
1.PPX SKPD melakukan ¥a
verifikasi atas v .
Pertang-gungawaban
yang d-sampaikan PTIWEN PTIWEN
dan kemudian Bendahara Bendahara
mamparikan kpd Penerimaan Penerimaan
Peng-guna Anggaran
wrttuk deotorias
E [
4 Bendahara Pertanggung-
Penerimasn Awaban
menyerahkan Bendshara [
PEINEEUNEdwaban Penerimaan
fungsional kpd PPRD IL/—




Uraian PPKD Pengguna pEx A Bendahara Penermaan |
Anggaran s ] i Pembanty |
L Berdasarkan i |
PerangRung @wabsn Pertanggungawaban Pertanggunpawaban
bendatars Bendzhars Peneri- Bendahara Peneri- |
penerimadn maan Pembantu maan Pembanty |
pembenty, Buku
Fenerimaan gan
Periyetoran yang telah
ditutup pada akhis Buketl-Dukti
bulan serta Register sah
575, bendahara Register 5TS
P AR M Bt
Fertanggung @waban | Buku
Senduhara Penermaan dan
—— Peryetoran
Bendahara
Penerimasn
2 bendahara
penErmaAn
bendshars Penerimaan Penerimasn
penerimagn ke
PEnEEUNG Anggaran
melatu PPE SKPD.
Apakah
dietujul — Tidah
7
1.PPX SKPD melakukan ¥a
verifikas atas v |
Pertang-gungiawaban
ying di-sampaikan PTIWEN PTIWEN
dan kemudian Bendahara Bendarara
B kIR kg Penerimaan Penerimaan
Peng-guna Anggaran
wntub deotoria
i
4 Bendahara [ Pertanggung-
Penerimasn Awaban
menyerahian Bendshara [
PETINEEUNE dw dban Penerimaan
fungsional kpd PPRD IL/—




1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak
ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai
kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah
ditetapkan,

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti
lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu SKPD harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan
formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat
Tanda Setoran (sTs) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat
Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

. PEMBUKUAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu menggunakan Buku Penerimaan
dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan pembantu menggunakan dokumen-
dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran

2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan

3. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam Register
STS.

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur pembukuan penerimaan dan cara
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah
pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
syt _:
Cara Rode | Mot
gl m|.l Rekaning muﬁnm‘mm Jumiah
3 4 5 [] 7 g | 9 | 1 1
Jumlah Pemerimasn
Jumiah yang duetorkan
Saldo Kat di Bendahara Penerimasn
Tunai sabesar ...
Bank sebesar ...
Mengetahu O -
Pengguna AnggEanan, Kudtd Pengguna Bendahara Penerimaan Sembanty
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Merng jelas) (Nama jetas|

Wip Niw
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byl dup dengan nama SKPD yang beruanghutan dan tahun anggaran
Eplom 1 dilsi dengan nomor urut

fgiom 1 dis dengan tanggal penermaan

Eoiom 3 diss dengan nomor buktl pensrimasn

Kolom 4 dis dengan cars pembayaran melalul kay bendatara penctimaan pembantu
Kalom 5 disi gongan detal kode rekening pengdapatan aul daerah
Kolom § diisl dengan uraian penddpatan

Kolom 7 dhisl dengan jumiah peaenmazn ash daerah

Koo 8 digi dengan Langgal penystoran

Kglger O diisi dengan Nomor 5T%

Kplom 10 dissi dengen jumiah uang yang disetor

fplom 11 dedl dengsn Eeterangan jika diperlukan

Jumiah perrimaan din dengan 1ot jumilah penerimaan pendapatan selama L bulan™

Jumiah disetorkan adatah total jumish penyetoran pendapatan sslama 1 bulan®

Saido Kas di Bendahara Penerimasn Pembanty dils Sengan sisa kas yang masih di pegang olch bendahara penerimaan pembanty badk dalam
berituk kds Lura, tabungsn ataupun [3inmya®

Kplom tanda tangan ditandatangani oleh Bendshars Penermaan Pembanty dan disetahul PA/KPA disertal nama elas®

D harvys pads w3at penulupan di akhic bulen untuk keperiuan penyusunan Laporan Pecanggungjaweban Bengahara Penerimaan Pembanty

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

REGISTER 5TS
SKPD ...
TAHUN ANGGARAN ..................
Bendahara Peneriman Pembantu e
No. No. 5TS Tanggal Kode Rekening Uralan Jumiah l Puriyetor Keterangan
1 2 3 4 5 & 7 [ |
Mengetahiu WU - —
Pengguna Angzaran/wuasa Penggund Bendahara Penerimaan Pembanty
iTanga Tangan) (Tanda Tangan|
[Nam jetas) [Mearma Jelas)
Nip, KR
Cata Pengrian:

= 60 0 =) 0% O B L RS =

Jugul diisi dengan nama SEPD yang Dersanghutan dan lahun anggaran dan Nama Bendahara Penesimaan Pembanty
Koiom 1 dissi dengan nomar urut

Koioem 2 dissi dengan nomor 5T5

Koiom 3 diisi dengan tanggal 575

Kolom 4 disi Kode Rekening pendagatan yang disetorkan ke kasda Dalam satu 5TS bisa terdin dan beberapa pendapatan
Kolom § diti uraian pendapatan

Kolom & dasi dengan jumish peadapatan yang disetorkan

Kolom T deisi dengan nema peryetor

Kolom 8§ dit Keterangan jika diperiukan

Lokom Lands tangsn ditandatangani oleh Bendahara Penerimadn Pembantu dan o ketahui PAJEPA disertai nama jelas®

Dickl hamryd pada saat penutupan &l akhir bulan uniuk kegeriuan peryuiunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Pencrimaan Pembanty
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tunai dari wajib pajak atau waijib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan
dilakukan ketika cek tersebut divangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan
transaksi penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu menyetorkan pendapatan yang
diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan
dan pada saat penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu
Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu
bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening.

3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom jumiah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang
diterimanya ke rekening kas umum daerah.

2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan
penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumiah
Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan
mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas
Penerimaan Secara Tunai

[I.L Pembukuan atas Penerimaan Tunal :
| Uralan 1 Bendahara Pengrimaan Pembantu
Proses Penerimaan
Turai
1. Bendahara penerimaan - .
pembantu menyiapkan Surat Surat Tanda Bukti
Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Pembayaran/Bukt:
Lain yang Sah Lain Yang Sah
2. Berdasarkan Surat Tanda Bukti mwhn_w;::
kti ¥, Penerimaan dan
Pembayaran/Bukti Lain ang - .
Sah  tersebut,  Bendahara Penyetor “Mm
Penerimaan Pembantu PEnrimain pembanty
melakukan  pengisian  Buku
Penerimaan/Penyetoran
Bendahara Pencrimaan pada
bagian penerimaan. Kolom yang
diisi ialah no. Bukti, tanggal
transaksi, cara pembayaran, |
kode rekening, uraian dan
jumiah.
3. Hasil dari penatausahaan ini r
adalah Buku Penerimaan dan Bukuy Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara
Penyetoran Bendahara |
| Penerimaan Pembantu yang Ponerinasn Pambents
sudah terupdate
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1.1 Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
Uraian I Bendahara Penerimaan Pembanty
Proses Penyetoran
Penerimaan Tunal
ke kas umum
daerah
' 1. Bendahara penerimaan
pembaniu menylapkan Suratl '
Tanda Bukti Pembayaran/Bukti —
Setoran
2. Berdasarkan STS dan nota -
kredit, bendahara penerimaan Melgkukan
pembantu  mengisi  Buku Pengisian Buku
Penerimaan dan Penyetoran | Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan pada |

Bagian Penyetoran  Kolom
Tanggal, No. 5TS dan jumiah

Penyetoran J
3. Kemudian bendahara
Melakukan
penerimaan pembantu mengisi Pasidia
register 5TS TS ¢

4. Hasil dari penatausahaan ini
adalah Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara
Penerimaan Pembantu dan
register SPP  yang sudah
terupdate

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara
penerimaan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku
Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:

b. Register STS

c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan
paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara penerimaan

pembantu adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran,
melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya.

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan
lengkap.

3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah
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kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir

yang menggambarkan

proses penyusunan

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu SKPD.

dan penyampaian

3. Penyampaian Pertanggungiawaban Bendanara Penerimaan Pembanty

]

Uraian

Pengguna

PRK
" Anggaran

PPK SKPD

Bendahars
Pererimaan

Bendahars

1 Berdasarkan Buiy
Penc rimadn dan
Peayetoran yang
telsh ditutup pada
Bhhir bulan,
FRegister 5T5 dab
brukti-bukti
pengeludr an yang
with, bendahara
ponEnmaEn
pembaniy
membuat &9
Bendiha-ra
Penerimadn
Pembanty

4 Pertanggungia
wiatidn Bengshara

prmbanty skan
dizadizan dokumen
dalam melakuban

ban di bendahara

-
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NOMOR 44 Tanun 2009
TANGGAL - W.ﬁ_i!?‘!“ a0o
TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang
sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima seécara langsung di Kas
Umum Daerah,

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang
penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumiah rupiah maupun kode rekening yang
terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah
ditetapkan.

PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan
PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen

tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

1. Nota Kredit

2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari

BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah

pencatatannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD Buku
Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumilah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan
Penerimaan pendapatan PPKD.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PENERIMAAN PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD
[ 1
| Nomor 1 Tangga! Kote Kredia Buiti Lain | Knde Rekening Lrman Jurmtah SrrerRngRt
1 1 3 [] | § [ 7 [] =
T
[FEr——
Duenlah o D b |
Jurrlgh Aoy
Meryeiujuc NSNS - | T
PeRD Bendahars Penerimasn PPED
(Tanda Targan) (Tanda Tangan)
(Narma jeiag| (Mama Jglas)

NIP. KiP.
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Kolom 1 dirsi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan

Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan
lﬂmlﬁﬁd&wwhﬂihmhﬁmtwnﬂnmm

Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan

Kolom & diisi dengan uraian pendapatan

Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan

Kolom B diisi dengan keterangan jika diperiukan

Jumiah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan®

lumish sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan laly®
Juﬂﬁhlﬂﬂrmmﬂﬂimuhﬂﬂlh bulan ini ditambah jumiah sampai dengan bulan laly®
mmwnmmmmmmnwmmmmaummr

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperiuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
PPKD

| 1. Pembukuan Penerimaan PPXD
Uralan Bendahara Penerimaan PPKD

BEBORNAN AWM

Proses Penerimaan di kas
umum daerah yang telah
diatur dalam PerDH
mengenai yystem dan
prosedur pengelciaan
keuangan daerah

1. Bendahara penerimaan PPKD menerima Nota

-
Nota Kredit/Bukti
Lain yang sah
g

Melakukan Pengisan
Buku Penerimaan PPKD

2. Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yang sah
Bendahara Penerimaan PPKD mencatat
penerimaan di Rekening kas umum daerah itu
pada Buku Penerimaan PPKD

3. Hasil akhir dari proses ini adalah Buku Buku Penerimaan PPKD
Pendapatan PPKD

Lo =4

3. PERTANGGUNGIAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut
berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-
bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah
sebagai berikut:
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rekapitulasi perhitungan.

2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan

dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

proses penyusunan dan penyampaian

2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD
N URAIAN PPKD Fungsi Verifikas

1. Berdasarkan Buku r
Pendapatan PPKD dan Bukti '
penerimaan yang sah
Bendahara Penerimaan
PPKD menyusun Pertang- I L apm—
Eungjawabannya

2. Bendahara Penerimaan r i
PPKD menyerahkan

PPKD kepada fungsi AT L e k.
verifikasi PPKD

3. Dilakukan proses verifikasi,

evaluasi dan analisis untuk
mendapatkan informasi
pendapatan PPKD yang
sinkron dan kredibel

—_—

i

Pertanggungia-
waban Bendahara .

Proses verifikasi
Pertanggungiawaban
bendahara
penerimaan PPED

—  an Bendahara

| Pertanggunglawab
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TANGGAL 10 Deagm'mer

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA

1A. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP).
Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan
belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:
a) Uang Persediaan (UP)

Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.

Untuk membantu pengelolaan uang persediaan, Kepala SKPD dapat mengusulkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu kepada Bupati yang bertugas sebagai pemegang uang muka. Dalam
pelaksanaan tugasnya bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab kepada
bendahara pengeluaran,

Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa bendahara
pengeluaran pembantu. Apabila diantara bendahara pengeluaran pembantu telah
merealisasikan penggunaan Uang Persediaan-nya sekurang-kurangnya 75%, pengguna
anggaran dapat mengajukan SPM Ganti Uang Persediaan bagi bendahara pengeluaran
pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi bendahara pengeluaran pembantu lain yang
belum mencapai 75%.

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD
atas permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada pos belanja yang
bersangkutan.

Berdasarkan SPM-UP BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara
pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM - UP,

Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.

Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan dimaksud digunakan
(revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.

Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu beberapa bendahara pengeluaran pembantu,
dalam mengajukan SPM Uang Persediaan diwajibkan melampirkan daftar rincian yang
menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran
pembantu.

Sisa Uang Persediaan yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran
harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa Uang Persediaan dimaksud, oleh Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dibukukan sebagai pengembalian Uang Persediaan
sesuai pos belanja yang ditetapkan.

Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:

3. Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: belanja barang dan jasa
operasional kantor sehari-hari, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja
tak terduga.

b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian oleh Bendahara Umum
Daerah/kuasa Bendahara Umum Daerah.

¢. Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:

1). 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan
untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
untuk pagu sampai dengan Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);

2). 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang
diijinkan untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta
rupiah);
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3). 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang
diijinkan untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Perubahan besaran Uang Persediaan pada butir ¢ ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah.

Pengisian kembali Uang Persediaan sebagaimana pada butir ¢ dapat diberikan apabila

dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana Uang

Persediaan yang diterima.

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang

bersangkutan memerlukan pendanaan sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat

mengajukan Tambahan Uang Persediaan.

Pemberian Tambahan Uang Persediaan diatur sebagai berikut:

1). BUD/Kuasa BUD dapat memberikan Tambahan Uang Persediaan sampai dengan
jumiah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang
diperbolehkan diberi Uang Persediaan.

2). Permintaan Tambahan Uang Persediaan diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untuk kiasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi Uang Persediaan harus
mendapat dispensasi dari Kepala SKPKD sebagai BUD.

Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan:

a
b.

C.

d.

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak / tidak dapat ditunda;

Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara
pengeluaran, harus disetor ke rekening kas daerah,

Apabila ketentuan pada butir ¢ tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat
lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran yang
bersangkutan;

Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Bupati atas usul Kepala SKPKD.

Dalam mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan bendahara pengeluaran wajib
menyampaikan :

b.

c.

Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa
dana dalam DPA-SKPD yang dimintakan Tambahan Uang Persediaan,

Rekening koran yang menunjukkan saldo akhir.

Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar
melalui penerbitan SPM-LS.

Penggantian Uang Persediaan, diajukan ke BUD / Kuasa BUD dengan SPM-Ganti Uang
Persediaan, dilampiri surat pernyataan tanggungjawab belanja dan fotokopi Surat Setoran
Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk,
untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh,

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak
boleh melebihi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.

b} Ganti Uang (GU)

¢} Tambah Uang (TU)

d) Langsung (LS)

LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan,
SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

a. SPP Uang Persediaan (UP)
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran
setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi
uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa
pembebanan pada kode rekening tertentu.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam



pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain-
b) Salinan SPD

¢) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

d) Lampiran lain yang diperiukan

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya
kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti
Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SP) penggunaan uang persediaan yang telah
disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan
tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatu SKPD
mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada
tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar
Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp 80.000.000 dengan pembebanan
pada kode rekening belanja terkait kegiatan tersebut.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam
pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

c) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan

d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah

e) Lampiran lain yang diperlukan

SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara
pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan
yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas Jumlah pengajuan SPP-
TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan
tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan

uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan

uang dikecualikan untuk:

a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh
peristiwa di luar kendali PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen vyang diperlukan sebagai lampiran dalam

pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

) Surat Keterangan Penjelasan Keperiuan Pengisian TU

d) Lampiran lain yang diperlukan

SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan
jumiah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam
pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

k idanT n
a) Salinan SPD
b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas:



d)

pembayaran gaji induk;
ga3ji susulan;
kekurangan gaji;
gaji terusan;
uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan
gaji/uang duka wafat/tewas;
SK CPNS;
SK PNS;
SK kenaikan pangkat;
SK jabatan;
kenaikan gaji berkala;
surat pernyataan pelantikan;
surat pernyataan masih menduduki jabatan;
surat pernyataan melaksanakan tugas:
daftar keluarga (KP4);
fotokopi surat nikah;
fotokopi akte kelahiran;
surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaiji;
daftar potongan sewa rumah dinas;
surat keterangan masih sekolah/kuliah;
surat pindah;
surat kematian;
SSP PPh Pasal 21;
dan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Lampiran lain yang diperiukan

Untuk SPP-LS Barang dan Jasa

Salinan SPD

Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

Dﬂumﬂukumen Terkait Kegiatan (disiopkan oleh PPTK) yang terdiri atas:

a)
b)
c)

salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib
pungut;

surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-tangani pihak ketiga dan PPTK sertai
disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga
keuangan non bank;

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur
panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah
kerja;

surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan;

foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan:

potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan vyang berlaku/surat
pemberitahuan jamsostek); dan

khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya
personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan



rincian dalam surat penawaran.
d) Lampiran lain yang diperlukan

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER 5PP/SPM/SP2D
BP0 i i
Bt e PP T sPw P20 |
No. UP/GU/TU/LS 'S - Te. ]" 1'" N Ursian | jumiash KEterangan
1 2 3 L] 5 [ 7 ] L ] 10 1

Bendahara Pengeiuaran

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

NIP,

Cara Pengisian:
Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS
Kolom 3 diisi dengen tanggal pengajuan SPP
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan,
Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan 5PM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang ditertitkan
Kolom 7 dirsi dengan tanggal penerbitan SP20 terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
Kolom B diisi dengan Nomor SP20 yang diterbitkan
. Kolom 3 diisi dengan Uraian Pengajuan
Kolom 10 diisi dengan jumiah pencairan
Kolom 11 dilsi dengan Keterangan yang diperiykan
Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertal nama jefas

HEOE NN AWy

B R

. PEMBUKUAN BELANJA

A. Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan:
1. Buku Kas Umum (BKU)

2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

rPARARDES

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk
membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja
yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

1. SP2D UP/GU/TU/LS

2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU KAS UMUuM
BENDAHARA PENGELUARAN

e —

i

SKPD
No. | T Uraian |
anggal mm«mwm

Kas di Bendahara Pengelusran Rp. ...............

{

dengan huruf)

&
b
¢

terdiri dari:

Turnai [+ —
Saldo Bank [ ——
Surat Berharga ap. ........

Mengetahot: 020 Janggal ...
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jeias) (Nama Jeias)

NIP, NP,

Cara Pengisian;

OO w

o

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya).
Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu
transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini dilsi hanya untuk transaksi belanja

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

Kolom saldo diisi dengan jumilah atau saldo akumulasi,

Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di
bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. *

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada sast penutupan di akhir bulan untuk keperiuan penyusunan Laporen Pertanggungiawaban Bendahara
Pengeluaran



SKPD :hnu_-u-n

] I &

Mengetatui: retia JTanggal ...

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama jelas| (Nama jelas)

NIP, NIP,

Cara Pengisian:

BN W

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran
Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah penerimaan tunai

Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran tunai

Kolom saldo diisi dengan jumiah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran
disertai nama jelas. *

Diﬂwm“nmutumdiakhirbuhﬂunmhhpmummumn
Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
W0 ¢ e :
Tanggal :} Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo
i o A P . Tanggal ............
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama ielas)
NIP. NIP.
Cara Pengisian:

o um s w

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank
bendahara pengeluaran.

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU.
Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank

Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah penerimaan melalui bank

Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran melalui bank

Kolom saido diisi dengan jumiah/saldo bank.

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran
disertai nama jelas. *

Dilsi hanya pada saat penutupan di akhir bulan urtuk keperiuan penyusunan Laparan Pertanggungawaban
Bendahara Pengeluaran



BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN
BIPD 1 e
I_l‘mﬂlll No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
L
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NiP, NP,
Cara Pengisian:

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan,

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimasn atau pertanggung-jawaban panjar

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atay pertanggung-jawaban panjar pada BKU.
Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar

Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah SP) panjar

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupian pemberian panjar

Kolom saldo diisi dengan jumiah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTX

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama
jelas. *

. MWMMWQMMMWMWWW
Penggluaran

® OO RWN

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
.
| Tenggal | No.BKkU Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1
Mengetahui: SRS | -
Pengguna Anggara Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama ielas]

NIP, NIP.

Cara Pengisian;

Judul diisi dengan SKPD yang bersangkutan.

Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.
Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom Penerimaan diisi dengan jumiah rupiah pemotongan pajak.

Kolom Pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah penvetoran oaiak.

BNk




7.
a8

Kolom Saido diisi dengan saldo/jumiah pemotongan atau penyetoran pajak.
MMWWMMWMWWMM

nama jelas.*

Diﬁhmm“nmmmwmtmmmmmwum
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA..
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD

Kode Rekening

Nama Rekening :

Jumiah Anggaran (DPA) TR s
lumiah Anggaran (DPPA) N i

:
[_ w | ™ Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo

Mengetahui: USRS, ¢ " E—
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

[Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

[Nama jelas) [Nama jelas)
NP, NIP,

Cara Pengisian:

W@ NN BN

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumiah anggaran dan
tahun anggaran

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran

Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

Kolom belanja LS diisi dengan jumiah rupiah belanjs menggunakan 5PP 15

Kolom belanja TU diisi dengan jumiah rupiah belanja menggunakan 5PP TU

Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumish rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU

Kolom Jumlah ditsi akumulasi dari setiap transaks: belanja UP/GU, TU dan LS

Kolom tanda tangan ditandatangani cleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama
jelas.*

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperiuan penyusunan Laporan Pertanggungiawaban
Bendahara Pengeluaran



B. Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi
penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses
pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari
BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumiah yang tercantum di SP2D sebagai
"penerimaan SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas
tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai "pergeseran uang”
di:

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. BKU pada kolom penerimaan

4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan
pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan
dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai “pelimpahan UP" di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku
pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumiah uang persediaan
pada bendahara pembantu.

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur di atas

B.1. Penatausahaan Penerimaan P20 UP/GU/TU

Uraian Bendahara Pengeluaran |
Proses Penerbitan
SP2D UPIGUITU
1 Bendahara pengeluaran menerima 5820
UP/GU/TU
|
SP2D UPIGUITUY

2 Bendahara pengeluaran  kemudian
melakukan proses Pengisian BKU pada

kolom penerimaan
Melakukan
pengisian BKU
I
3 Kemudian Bendahara pengeluaran l
melakukan proses pengisian Buku |
Pembantu Smpanan/Bank pada kolom Meiakukan pengisia
penerimaan

4 Hasil akhir proses ini adalah BKU dan
Buku Pembantu Simpanan/Bank yang
sudah terupdate




8.2 Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara Pengeiuaran Ke Kas Tuna: |

Bendahara Pengeluaran
Uralan Bendahara Pengeluaran
Proses Pergeseran
Dars
1. Bendahara pengeluaran menyiapkan Scany
bukti pergeseran dana a:mn yang ::m
4. Berdasarkan bukti tersebut, bendahars l
pengeluaran mencatat di BKU pada Melakukan pangrsian
kolom pengeluaran BKU pada kolom
pengeluaran
3. Bendahara pengeluaran mencatat di l
BKU pada kolom penerimaan. Jumiah Me‘akukan pengisian
yang dicatat sama dengan jumiah yang BKU pada kolom
dicatat pada kolom pengeluaran pRnErmasn
4. Kemudian Bendahara  pengeluaran l
mencatat  di Buku  Pembantu
Simpanan/Bank kolom W
pengehiaran SmgananBank
5. Selanjutnya Bendahara pengeluaran l
mencatst di buku pembantu kas tunai
pada kolom penerimaan Buku Pembanty Kas
Tunai
6. Hasil dari proses ini adalah BXU dan f l ]
Buku Pembantu BKU yang ter update 8K
Buky Pembantu
SimpananBans
il
Tunal
|




8.1 Pembukuan Pelimpahan Dana UR/GU ke Bendahara Pengeluaran Pembanty 1
Bendahara Pengeluaran |
Uraian Bendahara Pengeluaran " ot
Proses

1. Bendahara Pergeseran
pengeluaran l
melakukan transfer
dana ke rekening Bukuy transter Nota Kredit
bank bendahara
pengeluaran
4 \__I—f"—

Melasukan

1. Berdasarkan bukti Pmofmﬂw
transer, bandahara
pengoiuaran l
mencatat di B - Meiakusan
pada kolom Pengisian Buky
pengeluaran Pembantu #

3. Bendahara F"""*‘*;"m
pengeluaran 1
mencatat di Buku l
Pem-bantu
Simpanan/Bank pada Meigsukan
koiom pengeluaran Pengisian Buku

4. Bendahara
pengeluaran
pembantu mencatat L | L 4
penerimaan di BKU | l

Buku Pembarty Buky Pembantu
Simpanan/BAnk Simpanan/BAnk

5. Bendahara
pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan di Buku
Pembantu Simpanan/

Bank

6. Hasil dari proses ini
adalah BXU
pembantu dan Buky
Pembantu BKU yang
ter updote

X J

C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan
Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua)
cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara
pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara
pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran membayarkan sejumliah
uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang
yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara
pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan
pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan
pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja” di:



2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara
pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja”
di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja
di atas, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang
dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak, bendahara
pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai
"setoran PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

C.1.1. Pembulkuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara Pengelusran

Uraian Bendahara Pengeluaran

Proses Belanja
UPIGUITU
1. Bendghara pengeluaran menyiapkan | l
bukti belanja dan bukti pembayaran Buku Betanja |
yang terkait Bukti Pembayaran

2. Bendahara pengeluaran kemudian

melakukan proses Pengisian BKU pada Melakukan pengisian
kolom pengeluaran BKU

3. Bendahara pengeluaran melakukan l
proses pengisian Buku Pembantu Melakukan pengisian
Smpanan/Bank pada kolom pengeluaran Buku Pembantu

4. Kemudian Bendahara pengeluaran
melakukan proses pengisian buku
pembantu rincian obyek belanja.

5. Hasil akhir dari proses ini adalah BXU
dan Buku Pembantu BKU yang sudah ter
update




i

C.1.2 Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara Pengeluaran

. Kemudian Bendahara pengeluaran

melakukan proses pengisian buky
pembantu rincian obyek belanja,

. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU

dan Buku Pembantu BXU yang sudah ter
updore

Uraian Bendahara Pengeluaran
Proses Belanja
UPIGUITU

. Bendahara pengeluaran menyiapkan l
bukti belanja dan bukti pembayaran Buku Belanja !
yang terkait Bukti Pernbayaran
Bendahara pengeluaran kemudian Melakukan pengisian
melakukan proses Pengisian BKU pada BKU
kolom pengeluaran 1

. Bendahara pengeluaran melakukan Melakukan
proses pengisian Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Kas
Tunai pada kolom pengeluaran Tunai

s
Egi




2) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke
PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh
PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar
kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PAJKPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di:

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara
Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah
sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti
lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar.
Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat
pengembalian panjar di:

* BKU pada kolom penerimaan
¢ Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan
Jumiah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.

2. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi
berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:
¢ BKU pada kolom pengeluaran
®  Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan,
PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara
Pengeluaran mencatat di:

e Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom
penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan

4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan,
Bendahara Pengeluaran membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran
itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:
® Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom
pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan



C.2.1. Pembukuan Pemberian Uang Panjar

| T —

Uratan Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara pengeluaran menyiapkan . m' - w'"" :
NPD, memao persetujuan, bukti
pembayaran/bukti lainnya yang sah l
NPD |
Memo persetujuan j
Bukt Pembayaran
2. Bendahara pengeluaran kemudian 1
melakukan proses Pengisian BKU Malahuhan pengisian
pada kolom pengeluaran ' caos
Apakan
pemberian
uang panjar
melaiui was

Ya

i

3. Jika uang panjar diberikan melalui
kas tunai, maka bendahara
pengeluaran melakukan proses
pengisian Buku Pembantu Kas Tunai
Kolom Pengeluaran

4. Jika vang panjar diberikan melalui
rekening bank, maka bendahara
pengeluaran melakukan proses
pengisian Buku Pembantu
Simpanan/Bank Kolom Pengeluaran

5. Kemudian bendahara pengeluaran
melakukan proses pengisian buky
pembantu panjar pada kolom
pengeluaran

6. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU
dan Buku Pembantu BKU yang sudah
ter updote




: C2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
Proses
pertanggungjawaban
uang panjar
1. Bendahara pengeluaran menerima
bukti belanja/bukti pengeluaran
uang lainnya dari PPTK dan sejumlah
uang yang berasal dari sisa uang |
panjar Buku Belanja ]
Uang

2. Bendahara pengeluaran kemudian

melakukan proses Pengisian BKU Melakukan
pada kolom penerimaan. Jumilah pengisian BKU
yang dicatat sebesar jumlah uang

panjar yang pernah diberikan

3. Kemudian bendahara pengeluaran

melakukan proses pengisian Buku Melakukan
Pembantu panjar pada kolom . pengisian Buku
penerimaan sebesar uang panjar Pembantu Panjar
yang pernah diberikan
4. Bendahara pengeluaran kemudian l
mencatat belanja di BKU pada kolom
pengeluaran. Jumiah yang dicatat Mistukution
sebesar pertanggungjawaban yang pengisian BKU
diberikan PPTK l
5. Bendahara Pengeluaran mencatat
belanja pada buku pembantu rincian Melakukan
- obyek. pengisian Buku
m Rincian

6. Proses selanjutnya adalah
pencatatan aktual belanja yang
dilakukan. Apakah Uang Panjar
kurang dari jumlah belanja atau
lebih dari jumiah belanja

L




C.2.2.8. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar
Uraian Bendahar Pengeluaran
Apakah Uang
Panjar Lebitv
kurang
7. Jika uang panjar lebih besar dari
pada belanja, maka PPTK wajib
mengembalikan sisa uang panjar
tersebut. Bendahara pengeluaran Latiin
mencatat pengembalian uang panjar l
dalam buku pembantu kas tunai
atau buku pembanty Melskukan pengmian
simpanan/bank pada kolom Kurang Buxu Pembantu Kas
penerimaan. Sejumiah sisa uang Tunai atau Pembantu
8. Jika uang panjar kurang dari nilai
belanja, bendahara pengeluaran Melaskan pengsiar
melakukan pembayaran stas ?umm
kekurangan tersebut. Bendahara =% Tunai stau Pembantu
pengeluaran mencatat pembayaran Smparan/ Bana
tersebut pada buku pembantu kas
tunai atau buku pembantu
simpanan/bank pada kolom
pengeluaran. Sejumiah kekurangan [ sxu ;
e g || Buku Pemban Kas Tuns
—o | B Pumbani
Sitwangr Bane . SE
5. Hasil akhir dari proses ini adalah o B [ T ———
BKU - bendahara pengeluaran dan Il Dbryss Belania
Buku Pembantu BKU - Bendahara 1 e
Pengeluaran yang sudah ter update TE——
I L

D. Pembukuan Belanja Melalui LS
1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika
bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa
BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumiah belanja
bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa"
di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS.

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa,

bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang

dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada
tanggal yang sama.



2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dimulai ketika
bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumiah belanja bruto (sebelum

dikurangi potongan) sebagai "belanja gaji dan tunjangan” di:
1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap
kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.

Gi. Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa

1

Uralan Bendahar Pengeluaran
Proses peneroitan SP2D
LS Barang dan Jasa

1. Bendahara pengeluaran menerima SP20 LS Barang
SP20 LS barang dan Jasa untuk dan Jass
Nﬂﬂh'ﬂqdﬂlh&hn |

]

2. Bendahara pengeluaran kemudian Meighuaan
melakukan proses Pengisian BKU BKU pads kolom
pada kolomn penerimaan pe 1

3. Bendahara pengeluaran kemudian Melasukan
melakukan proses Pengisian BKU w
pada kolom pengeluaran. Tanggal
dan jumlah yang dicatat sama l
dengan tanggal dan jumiah yang

Buku pembanty
fincian cbyek belanja

4. Bendahara pengeluaran melakukan
proses Pengisian buku pembanty
rincian obyek belanja.

| Buku Bendahara

5. Hasil akhir dari proses ini adalah Pengeluaran
BEU dan Buku Pembantu BKU yang Pkttt Shuitn
sudah ter updote . Belanja




D1 Penatausahaan Belanja SP2D LS Gaji

Uraian

Bendahar Pengeluaran

1. Bendahara pengeluaran menerima

5P2D LS Gaji untuk belanja yang
dilakukan

2. Bendahara pengeluaran kemudian
melakukan proses Pengisian BEL
pada kolom penerimasn

3. Bendahara pengeluaran kemudian
melakukan proses Pengisian BKU
pada kolom pengeluaran. Tanggal
dan jumiah yang dicatat sama
dengan tanggal dan jumiah yang
dicatat di kolom penerimaan

4. Bendahara pengelusran melakukan
proses pengisian buku pembanty
rincian obyek belanja.

| 5. Hasil akhir dari proses ini adalah
BEU dan Buku Pembantu BKU yang
sudah ter updote




3.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan
uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:
pertanggungjawaban penggunaan UP

pertanggungjawaban penggunaan TU

pertanggungjawaban administratif

pertanggungjawaban fungsional.

Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan
setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut
dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan
dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan adalah
sebagai berikut;

1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang
persediaan termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran
pembantu, jika ada sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan
kepada bendahara pengeluaran pembantu

2) Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi
belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan
program dan kegiatannya masing-masing.

3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran
pengajuan SPP-GU

B. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

3)

4)

5)

6)

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU
yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau
telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan
pertanggungjawaban tersebut dokumen vyang disampaikan adalah Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan
bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.langkah-langkah dalam membuat
pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas

penggunaan tambahan uang persediaan.

2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan
setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU,

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran
sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja
yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan
kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU,

Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD.

PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran.

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU
sebagai bentuk pengesahan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Tahun Anggaran et e

Total
Uang Peryedioan Awnl Periode
Uang Persedioan Akhir Periode |

......... ,Tanggal ..........
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP,

Cara Pengiyian.
A Judul dilsi dengan nama SKPD yang bersangkutan can tahun anggaran
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD AT I
Tahun Anggaran o
Program R Fiisisiiissrinsass
Tanggal P20 TU et £
|
Kode Reaening Uraian Jumilah
Total ]
Tambahan Liang Persedioan Awol
Periode |
Tambahon Uang Pervedioan Akhir
Periode |
Mernyetujui: SN £ L - —
Pengguna Anggaran Bendahara Pangeluaran
(Tanda Tangan] (Tanda Tangan)
(Nama Jelas| (Nama Jelps)
NIP. NIP.

"5isa tamnbahan udng penediaan teiah disctor ke Kas Umum Deerah pada tanggal

Cara Pengisian;

Judul diisi dengan nama nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU
Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU
Tanggal 5P2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP20 TU

Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja

M s e

Pl cnmtn o At A



7. Eolom jumiah diisi dengan jumiah rupiah belania untuk kode rekening setiap nincian obyes belanja

8. Jumiah adalah total belanja dengan uang TU

§. Tambahan Uang Persediaan diisi jumilah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan

10. Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumiah total belanja. Apabila
hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum
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C. Pertanggungjawaban Administratif
Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan
disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.  Pertanggungjawaban  administratif  tersebut  berupa  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa
pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan
penggabungan dengan SP) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif berupa SP) dilampiri dengan:
a. Buku Kas Umum;

b. Laporan Penutupan Kas; dan

c. SPJBendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan
paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus
dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

| anakah lanakak Aslasm mambciial dan meancammasibes EMl bosdeksss oeceoi oo o



adalah sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.

2) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumiah-jumiah belanja dan item
terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya
Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.

3) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil
yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.

4) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat
SP) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

5) Dokumen SP) beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran
pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.

6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai

bentuk pengesahan.
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan .........Tahun ......
Kepada Yth
DiTempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupat/Walikota ... No.... Tahun ... mengenai Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kam sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang
terdapat di bendahara pengeluaran SKPD ... adalah sejumiah Rp. ... dengan perincian
sebagail berikut:

A.  Kas di Bendahara Pengeluaran
A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.
A2, Jumiah Penerimaan Rp.
A3 Jumiah Pengeluaran Rp. i
A4, Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ..., terdiri dari saldo ¢i kas tunal sebesar Rp. ... dan saldo di bank
sebesar Rp ...

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
B.2. jJumlah Penerimaan Rp.
B.3. jumlah Pengeluaran Bo.

Saldo akhir bulan tanggal ..o terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank

€. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.

C.2. Saldo di Bank Rp,

€.1. Saldo total Rp.
Bendahara Pengeluaran
Tanda tangan
[nama kelas)

NP
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Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SP)) yang
merupakan penggabungan dengan SP) Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut
dilampiri dengan:

Bersanghutan nama pergguns anggaeduasd Pengiuna angEaran, nama bendahirs pengehuaran,



* Laporan Penutupan Kas

e 5P) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan
paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut

dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

e e

- L

[
Fangiow Aogegs
Bacsianery Semgriaan
Tarun Anggucan
Buin=
-1 1 UPGuITU STy P
Sy — =g ] ) wl FT I | e P
s ] el U Bereall B0 BTN Bl I ol Bler Bl ol R
- " -
1 1 [ ?L‘Tqﬂﬁrhv i o T'_uﬂJmﬂL_&mﬁﬂ W
. [
X
L]
I I
-8 5P UP/GUSTUY _ShTu S
g | o r— :-'r b | =l | o | e | san Y- —
= - iy i - | - = - -_.
: ¢ = -~ 2 7 -0
| ol -
A
Meryetujui © — |
Fengguna Anggaran Bendanara Fengoluaran
(Tands Tangan| [Tanda Tangan]
(Nama elan] (Narria Jetan]
NiE Wi
Cara Perpaien.

lutiul dies dengan nama S5P0 yeng bersangiutan R peTgEETS SNGEMNEN s DENEEURE ANEREEN, narma BERCENEE periprivaran,
1#Tu ariggaran o bulen

i | it SEgER kDOE (eapning.

i ] il SRR UrBid N apde FELERING

Eaivm 1 gt SETERT [UTUA g AT yang STETRIART delam APB S1EE Ay rasing kode rekeang
mmlﬁﬂﬂﬂﬂM¥Wnnﬂmwm1“nMWHHWMHMﬂmwnqmmunmmﬁmw
dergan buian il

Koigrn 5 dis: dengan jursish SF20 gtas pemSayiran |5 gal dan tunjangan dan stou Pihak S8t ping teish diterbinen/SP1 bulan ini
Kigr § dis Sengn jurtiah SPI0 stan pemayaar L5 gag den tunangen dar gtou Pidh Sotgs %) rampai oengan Gulen i
Lotom T cugi Sengan et SP10 Ster pembdyaran dana UR/GU 1empe dengan Buan @

Lgiom § s dengan jumieh $PI0 a1a3 pembiyarsn dana UP/GU Suan

tolom 3 Sup dangan funish SPI0 atas pembiyersn dang UP/GL smpe deager bulan

Koloem 10 dhap dhengaen jurrilahi SP) atas penggundan dare TU semgs sengen bulss ek

Kolorn 11 dess dengdn jurmlah 59 stoy peAgEenasn dars TL bulan

Wolort 17 diry Sengan jurrlah SF1 stay pregunaan dans TL wnpei Sengan bules ini

Soiorm LY dhiop SEREEN formiah 5 el DEREIUNEER dard 5L GU TU samaas dengan bulan
m—ui.ﬂmnwhuunpwpwuﬂﬂmwummww“nummwmvumanHWme
dana L5=UPGU/TU sampi dengen bulan i



Sendahara
Urasan oo e ] S Po% kPO Fengeiaran
ks Pembarty
L Seriasinae 1) besgshan
Sunguacan Fpear 8 o
B ety PR dem -:I—

gl AP Atnertreid g2

i
(IR

|

PR A Tt
B AP il sk o R

[

1 PP AP bk
verfuas e W g
B b ERP Wl e
Fra T AR bl Gade
FPerugana Loggaren otas

Facgel e
et B | ganal
sapacis FROL pyas. BLID

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara
pengeluaran pembantu meliputi :

a. Tambah Uang (TU)

b. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP TU dan SPP LS
pengadaan Barang dan Jasa karena untuk UP/GU dan LS gaji hanya boleh dilakukan
oleh bendahara pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran
pembantu juga membuat reglster untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang
sudah diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.

A. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus
dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan uang persediaan yang
diberikan oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi karena sudah
direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran
pembantu dapat mengajukan SPP Tambahan Uang (TU). Batas jumlah
pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan wakty penggunaan. Jumlah dana yang
dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila
tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan,

maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan

batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali KPA;



Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperiukan sebagai
lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri.
Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran

€) Surat Keterangan Penjelasan Keperiuan Pengisian TU

d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP TU yang
telah disiapkan.

SPP Langsung (LS)

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen

yang disiapkan oleh PPTK. Adapun dokumen-dokumen yang diperiukan sebagai

lampiran dalam pengajuan, selain dari dokumen SPP-LS Barang dan Jasa itu

sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran

¢) Dokumen- Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri
atas:

o salinan SPD;

o salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait:

© SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib
pajak dan wajib pungut;

© surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor
rekening bank pihak ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan
PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;

C surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluaDPAn oleh
bank atau lembaga keuangan non bank;

o dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri;

© berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa;

O surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

© surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

o foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan

© potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan jamsostek): dan

o khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan  bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam surat penawaran,

d) Lampiran lain yang diperlukan

0 C Q0

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP-LS yang
telah disiapkan.



No. | Jenis UP/GU/TU

SIS T —
Bendahara Pengeluaran Pernbanty
[Tands Tangan)
[Nama Jelas)
NP
Cara Pengisian:
1. judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
1. Kplom 1. diisi dengan nomor urut
3. Kolom 2 disi dengan jenis pengajuan khusus bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan

F‘FE!"F?“?‘F‘:‘

Tu/Ls

Kolom 3 disi dengan tanggal pengajuan SPP

Kolom & diisi dengan Nomor SPP yang diajukan

Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya

Kolom 6 dilsi dengan Namor SPM yang diterbitkan

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
Kolom B diisi dengan Nomor 5P2D yang diterbitkan

Kolom § diisi dengan Uraian Pengajuan

Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperiukan

2. PEMBUKUAN

A. Buku-Buku Yang Digunakan.

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu menggunakan:

1. Buku Kas Umum (BKU)

2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari:
Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.

sRADEOS

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara
bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh
bendahara pengeluaran pembantu. Dokumen-dokumen pembukuan apa saja yang
digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya



Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan

adalah:

1. S5P2D TU/LS

2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan
masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut:

®um e w

10.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.
BUKU KAS UMUM
BENDAMARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD v
No. | Tanggal Uraian R TR TR e
Rekening
E ! J
| |
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. ...,
| dengan huruf)
terdiri dari:
a. Tunai T R—
b. Saldo Bank T ——
B 00 L Langgal ...
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas| (Nama Jelas)
NIP. NIP.
Cara Pengisian;

Judul dilsi dengan nama SKPD yang bersangkutan

Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor
urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila
satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi
belanja

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan

Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah transaksi pengeluaran

Kolom saldo diisi dengan jumilah atau saldo akumulasi,

mdmmmmmnqmnnwmudamamanwmmt
penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau
simpanan di Bank *

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa
Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*

Diisi hanya pada saat penutupan di skhir bulan untuk keperiuan pemyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD S
Tanggal No. BXU Uraian Penerimaan Pengelusran A Saldo
1 |
BRGS0 TR Dt ol ey JTanggal ...
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengelusran Pembanty
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP, NIP.
Cara Pengisian:

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran
pembantu

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BXU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah penerimaan tunai

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai

Kolom saldo diisi dengan jumiah/saldo kas tunai

NOWEWw e

-]
¥

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa
Pengguna Anggaran disertal nama jelas. *

* Disi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan
Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA....
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD o
Targgal No. BEU Uralan Penarimaan Pengeiuaran Saldo
Mengetahui: L i s TONEED ..o vreevrvre
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP,
Cara Pengisian:
1 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.
2 Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan alau pengeluaran melalui rekening bank

bendahara pengeluaran pembantu.




® N e

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank
Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran melalui bank
Kolom saldo diisi dengan jumiah/saldo bank

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa
Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulsn untuk keperiuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD PR
Tanggal | No.BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
+ :
Mengetahui: servserrs 5 TOOEEM v
Kuasa Pengguna Anggaran Bendshara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NI, NP,

FFF“PPMHE

Judul ditsi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar.

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggung jawaban panjar pada 81,

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungiawaban panjar

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah 5P) panjar
mmﬂdmﬂnanmhmmhmmmﬂ

Kolom saido diisi dengan jumiah/saldo sisa panjar yang masin berada pada PPTK
mmwnmmmmuwnmanmm
Anggaran disertai nama jelas.*
Dﬁﬁhmnﬂunmnmmﬁhuhnumkmummmn
Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA,
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
-, L e ZR-
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui: eoressis g TOOEEM i
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
(Namg jelas) (Nemg jelas)

NIP. NP,




|

P NAAL NN -

Judul ditsi dengan nama SKPD yang bersangiutan.

Kolom Tanggal ditsi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.
mm.mmmwmwnmmmmtnmuu.
mm&wunmmmmm&
mmdﬂﬁﬂmﬂnﬂhhmmhmnm:tmmmpmt
mmnﬂwjuMmmhmnmmmmnn“h
mhmﬁnaumnmmhmmmmnmph

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna
Anggaran disertal nama jelas.*

B @ N e

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA..
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAMARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD
Kode Rrkening
Marna Rekening $
jumiah Anggaran |DPA) N e
Jumiah Anggaran [DPPA) T
T :u Uraian SelonialS |  BelajeTy Belanja UP/GU Saldo
Mongetebbe = JTorgaal ...
Kuasa Pengguna Anggarsn Bendahars Pengeluaran Pembanty
(Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
(Mama jetas) (Marma pelas
MNIP NP,
Cara Pengisian:

Judul disi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/XOTA, nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening,
nama rekening, jumiah anggaran (DPPA) dan jumizh anggaran (OPPA) apabila ada.

Kolom tanggal disi dengan tanggal transaksi pengeluaran

Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BXU Bandahara Pengeluaran Pembanty

Kolom uraian dilsi dengan uraian belanja

Kolom belanja LS ditsi dengan jumiah rupiah belanja menggunakan SPP S

Kolom belanja TU diisi dengan jumiah rupiah belanja menggunakan 58P TU
mmwmmmnﬁmmnuwwumwunm

Kolom Jumiah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GL, TU dan LS

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna
Anggaran disertai nama jelas. *

m“mmmﬁmmmmmmwm
Pengeluaran Pembanty




B. Pembukuan Penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU

Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan
SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan
ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD.
Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan
SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan
uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu. Atas dasar "pelimpahan UP"
tersebut, maka bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang
dilimpahkan di :

1. BKU pada kolom penerimaan

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur diatas

8.1. Pembukuan Penerimaan 5P2D TU
Uraian Bendahara Pengeluaran Pembantu
Proses Penerbitan -
SP2DTU '
1. Bendahara pengeluaran pembantu l
menerima SP20D TU 920 TU
MW
1. Bendahara Pengeluaran pembanty
kemudian  melakukan proses
Pengisian BXKU pada kolom
pEnerimaan
Meige ik an Pergsan
Buy Porntuanty
SirnpansnBan.
||
3. Kemudian Bendsharz Pengeluaran J
pembantu  melakukan  proses B l
pengisian Buku Pembantu o
Simpanan/Bank pada kolom m"“"

penerimaan

4, Hasil akhir dari proses ini adalah
BXU dan Buku  Pembantu |
Simpanan/Bank yang sudah ter |
update |




ummmmﬁumm:mn

Bendahars Pengeluaran
Urzian Bendatara Pergciuatan "
Proses
Pengeseran
1. Bendahara pPengeluaran Dana
melakukan transter dana ke
rekening bank bendahara l
pengeluaran pembantu
Bt traritet
2. Berdasarkan bukti transfer, Nuts Kradk
bendahara pengeluaran
mencatat di BKU - pada + |
kolom pengeluaran -
BKU
1. Bendahara Pengeluaran
mencatat di Buku Pembantu | .
Simpanan/ Bank pada kolom Matskukan Pengisen ' |
pengeluaran | Buku Pemtaniy J
Sempanan/Ban
Metas _hmn
4. Bendahara Pengeluaran “,::"W‘
pembantu mencatat
penerimaan di BKU
5. Bendahara Pengeluaran Metgskan Pangisan
pembantu mencatat Buhu Pambanty
penerimaan di Buky | SmpanacBank
Pembantu Simpanan/ Bank l l
6. Hasil dari proses ini adalah mm ! wm I
BXU Pembantu dan Buku s "'“""“‘ s ""“‘““I
Pembanty BXU yang ter
update

C. Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua)
cara bagi bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran. Pertama,
Bendahara pen eluaran rembantu melakukan pembayaran melalui panjar terlebih
dahulu kepada PPTK.

- Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran pembantu membayarkan
sejumiah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja
menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank
bendahara pengeluaran pembantu.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara pengeluaran
pembantu melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai
"belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran,

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai
“belanja” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU.

Apabila bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan pajak atas transaksi
belanja di atas, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar



jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:
1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran pembantu melakukan
pembukuan sebesar jumiah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. Buku pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

C11.  Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uraian Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan bukti belanja dan
bukti pembayaran yang terkait Bukti Belanja

|

2. Bendahara Pengeluaran pembantu

kemudian melakukan  proses masm
Pengisian BKU pada kolom
pengeluaran l
3. Bendahara Pengeluaran pembantu Wm
melakukan proses pengisian Buku Simpanan/Bank
Pembantu Simpanan/Bank pada :
kolom pengeluaran ;
v
Melakukan
4. Kemudian bendahara pengeluaran L Pengisian
pembantu  melakukan proses obyek belana
pengisian buku pembantu rincian
obyek belanja l
5. Hasil akhir dari proses ini adalah o~
BKU dan Buku Pembantu BKU | Buku Pembantu
yang sudah ter update Simpanan/Bank
Buku Pembantu
Belanja




C12. Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu
| -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uraian

1

Proses Belanja
UPIGUITU

1. Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
menyiapkan bukti belanja dan bukti

*
pembayaran yang terkait Bukt
Bukt Pembayaran
2. Bendahara  Pengeluaran  pembantu o e
Melabuman

kemudian melakukan proses Pengisian

BKU pada kolom pengeluaran *
Pengisian BKU
3. Bendahara Pengeluaran  pembantu |
melakukan proses pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai pada kolom m:“
pengeluaran Pengisian
Pembanty Kas Tunsl
4. Kemudian bendahara pengeluaran
pembantu melakukan proses pengisian 4
buku pembantu rincian obyek belanja o g
rincian obyek botanja
5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan 1
Buku Pembantu BKU yang sudah ter BRU |
update Buku Pembanty
Kas Tunai
Buku Pembarty
Rincn Otryms
Belara

I
4) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke
PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh
PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan uang
panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan
di:

1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai
berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran
uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertangzungiawaban uang



panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pengembalian panjar di :

* BKU pada kolom penerimaan

® Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja yang sebenarmya
terjadi berdasarkan pertanggung-jawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut
dicatat di:

e BKU pada kolom pengeluaran

¢ Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan,

PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di:

e Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom
penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan

. Apabila vang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan,

Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas

pembayaran itu bendahara mencatat di :

* Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/ Simpanan pada kolom
pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan

-1.1. Pembukuan Pemberian Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran Pembanty

1. Bendahara pengeluaran Pembantu | 4
menyiapkan NPD, memo persetujuan, NPD 7
bukti pernbayaran/ bukti lainnya yang

Buktl Pembaysran

Z. Bendahara pengeluaran pembanty Melskunan pengisian
kemudian melakukan proses Pengisian BKU
BKU pada kolom pengeluaran

3. Jika vang panjar diberikan melalui kas
tunai, maka bendahars pengeluaran
pembantu melakukan proses pengisian
Buku Pembantu Kas Tunai Kolom
Pengeluaran

4. Jika uang panjar diberikan melalui
rekening bank, maka bendahara
pengeluaran pembantu melakukan
proses pengisian Buku Pembanty
Simpanan/Bank Kolom Pengeluaran

5. Kemudian bendahara pengeluaran
pembantu melakukan proses pengisan
buku pembantu panjar pada kolom
pengeluaran

6. Hasll akhir dari proses ini adalah BXU dan
Buku Pembantu BXU yang sudah ter
update




1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima bukti belanja/bukti
pengeluaran uang lainnya dari PPTK dan
sejumlah uang yang berasal dari sisa uang
panjar

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
kemudian melakukan proses Pengisian
BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang
dicatat sebesar jumlah uang panjar yang
pernah diberikan

3. Kemudian bendahara Pembantu
pengeluaran melakukan proses pengisian
Buku Pembantu panjar pada kolom
penerimaan sebesar uang panjar yang
pernah diberikan

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
kemudian mencatat belanja di BKU pada
kolom pengeluaran. Jumlah yang dicatat
sebesar pertanggungjawaban yang
diberikan PPTK

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat belanja pada buku pembantu
rincian obyek.

6. Proses selanjutnya adalah pencatatan
aktual belanja yang dilakukan. Apakah
Uang Panjar kurang dari jumiah belanja
atau lebih dari jumlah belanja

7. Jika uang panjar lebih besar dari pada
belanja, maka PPTK wajib mengembalikan
sisa uang panjar tersebut. Bendahara
pengeluaran pembantu mencatat
pengembalian uang panjar dalam buku
pembantu kas tunai atau buku pembanty
simpanan/bank pada kolom penerimaan.
Sejumiah sisa uang panjar.

8. Jika uang panjar kurang dari nilai belanja,
bendahara pengeluaran pembantu
melakukan pembayaran atas kekurangan
tersebut. Bendahara pengeluaran
pembantu mencatat pembayaran tersebut
pada buku pembantu kas tunai atau buku
pembantu simpanan/bank pada kolom
pengeluaran, sejumiah kekurangan uang
panjar.

9. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan
Buku Pembantu BKU yang sudah ter
update

Proves
pertanggung jewaban
BukuBelanfa |
Uang
Meigsukan pangisian
BKU
I Metsukan pengisian




D. Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa
Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika
bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau
Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja
bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja pengadaan barang dan jasa" di:
1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama
2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS
Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa,
bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang
dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:
1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada
tanggal yang sama
D. Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa ' ‘
Uraian Bendahar Pengeluaran Pembantu
Proses penerbitan SPZD
LS Barang dan Jasa
1. Bendahara pengeluaran pembantu l
menerima $P20 LS barang dan Jasa =
umtuk belanja yang dilakukan L"ﬂ“ Barang
1. Bendahara pengeluaran pembantu
kemudian melakukan proses
Pengisian BXU pada kolom v
oo st BKU pada koiom
pengnmanan
3. Bendahara pengeluaran pembanty
kemudian melakukan proses
Pengisian BKU pada kolom
pengeiuaran. Tanggal dan jumlah MelasLhan pengisian
yang dicatat sama dengan tanggal "m
dan jumiah yang dicatat di kolom
T :
Melasikar pengmian
4. Bendahara pengeluaran pembantu Buku pembanty
melakukan proses Pengisian buku NNC:AN oDyek belarja
pembantu fincian obyek belanja.
S. Hasil akhir dari proses ini adalah 1
BKU dan Buku Pembantu BKU yang Sota Dindibere. |
sudah ter updote Pengeluaran 2 [
.. . BukuPembanty Rincian |
Obyex Belanja ,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh
pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam
rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses
pembukuan pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu
terdiri dari:

a. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan.

b. pertanggungjawaban fungsional



E. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggung-jawaban penggunaan TU
apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah
Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah

2)

3)

4)

5)

6)

atas penggunaan tambahan uang persediaan.

Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran pembantu
melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti
penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan
melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu merekapitulasi
belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai
dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU,
Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD.

PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran pembantu.

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU
sebagai bentuk pengesahan.



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD Pl T
Tahun Anggaran I eerrseatsi
Program P sssssmseesnis i srritsietaterssssias
Ergiatan R S U A A
Tenggal SP2D TU - SRR RS
Wode Rekening ] Uraian Jumiah
Total
Tombohon Uang Persedioon
Siso Tombohon Uang Persedioon * |
Mengetahui: SORN, ¢ | | R—
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan)  (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP.

NP,

*5ea tambahan uang periediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pads tanggsl

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran

2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU

3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiavai dengan TU

4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU

5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanjs

6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja

mmmmmﬂwmwmmmmwmm

LB wmmwwmfm

L R 1mw\mm.mxmm;w AP Biryeslan

{U SiSa famBafan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumiah total belanja. Apabila
hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum



kepada BUD/Kuasa BUD

Uraian PA/KPA PP SKPD Bercahars Pengoiudran
Pembanty
1. Bendahara pengeiuaran pembanty “
menyiapkan bukti setoren i el
dana TU ke reksning k235 urmurm L ek Belans |
daerah dan bukti betanja stas i
penggunaan dana TU =7 5
2 Bendahara pengoiuaran membuat S ———
laporan pertanggungizwaban Boamens M | b B
pengRUnaan dana TU dan o . i |
menyampaikan ke PA/KPA melalui T o B TR
PPE 5KPD  S— Lo I'_____*
3. PPKSKPKD melakukan verifikas: T Ay
atas pertanggung-Ewahan yang
gEmpaan dan kemudan L
memberikan kepada PASKPA untuk = "
mendapatian pangesahan Bor Srmar By Srmeaa
[ WY We— p— | |
3 ¢
= | S,
T
4 FA/NPA melakukan prosis Fronen Ficgeastar
pengesahan atas laparen
PEFANEEUNEIWIDIN DENZELNaan
tambahan uang perisdiaan _F - b
Bty Sewar L=
5. PA/EPA krmudian memberikan L] B | B Bt
l3paran pertanggung@wanan | s ) [ vaswes 1
tambahan uang persediasn kepada | — IR
Bendahara Pengeluaran pembantu — o TR
L
6. Dendahara pengsluarsn pambantu :'."'......." -
kemudian memberikan laporen R e
uang persediaan dan bukti setor
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F. Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu dan disampaikan
kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban
fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri dengan:

e Buku Kas Umum
¢ Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5
hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti
setoran sisa uang persediaan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan ......... Tahun .......
Kepada Yth.
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ... No... Tahun ... mengenai Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Xas Bulanan yang terdapat di bendahara
pengeluaran pembantu SKPD oo, adalah sejumish Rp. .......... dengan perincian sebagai berikut:
A.  Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
A.l. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.
A2, Jumiah Penerimaan Rp.
A3 Jumiah Pengeluaran Be.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal .....................terdiri dari saldo di kas tunal sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp ...
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
8.2. jumiah Penerimaan Rp.
B3 Jumiah Pengeluaran Ro.
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
C.2. Saldo di Bank Be.
C.3. Saldo total Rp.
Bendahara Pengeluaran Pembaniu
Tanda tangan
(g kelgs)

NIP



dana LSsUP/GLYTU sampai dengan bulan ini.

Fengiian atas kolom-kolom pada tormat distes ditskukan sesud: dengan mebutuhen

SKPD e
Pengguna Anggaran/Wuass Pengguna Anggaran @
Bendanars Pengeiuaran Pembanty "
Tahun Anggarsn »
Bulan "
(galam rupiah) . :
[ = =15 #i-TU 5P UP/GU R
Enoe Jumian 4 g i sd [T} Sinx Pagu
tecnng | U | dvg | b | 0" | i | e | O [ i | o [ S | s | S | SR
Ll L] by Ll L :
1 2 F] [] [ [ ) ] B 7H] 10 1 13-{10e11) Lisifieds 17) 14 - [3-13
| Panermaan
e
[(TH
|_& PPn 3 . .
L)) il
- L Lairy I =
I'_,I I :
9 - 1S SP-TU %1 LG y Jorian 571 n
s OO T =3 T [ e | d W] .. MSaPGUTLY | Jne P
Ll Butgn Fusar guan Bushart s wdd Bulan i
2 i el i 0 Bl I R ! -
1 2 E 4 5 | sjees) | 7 [ T P 3 4 3 Beidet
- 571 (LS » UPIGU/TU)
|- Penyetoran Pagsh
& PPN
& PPH J1 E =i}
(AL FF
4. PPh 73
|- Lon-hn
|_Jumish Pengrimasn i
= k-
Mamyetujui - e, S
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengiuna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
{Tanda Tangan) [Tanda Tangan)
[Nama Jelas) (Namg Jelas
NP, NP
Carp Pengisian:
1 Judul disi dengan nama SKPD yang bersangkulan namd pengguns snggaran/kudsd DENgEUNd Anggaran, nama Bencahars pengeiuaran
pembanty, tahun anggaeran dan bulan.
2 Kolom 1 dilsi dengan kode rekening.
3. Kolom ] dini dengan ursian nama kode rekening
4. Kolom 3 ditsi dengan jumish anggaran yang ditetapkan dalam APED stay masing-mating kode rekening,
5. Kolom 4 dits dengan jumlah SPI0 atas pembayaranlS -gaji dan lun@angan dan atey Pikek Ketigs yang telah diterbitkan/SP) sampai
dengan bulan Bl
6. Kolom 5 dini dengan jumish SP20 atas pembayaran LS gajl dan lunjangan dan atau Pinak Ketig yang telah diterbitkan/SP) bulan ini
7. Kolom € dissl dengan jumilah SP20 atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan dén atau Pihak Ketigs /SP) sampai dengan bulan ini
B Kolom 7 diisi dengan jumiah SP2D atas pembayaran dana UP/GU sampai dengan bulan lak
9. Kolom B diisi dengan jumiah SP2D atas pembayaran dana UP/GU butsn ni
10.  ¥olom § diisi dengan jumiah SP2D atas pembayaran dana UPF/GU sampal dengan butan ini
11 Kolom 10 diisi dengan jumiah SP) alas penggunaan dans TL ssmpsl gengan bulan aky
11. Kolom 11 diisi dengan jumiah SP] atas penggunaan dana TU bulan in
13, xolom 12 ditsi dengan jumlah 5P) atas penggunasn dana TU sampai dengan bulan ni
14, Kolom 13 diisi dengan jumiah 5P) atas penggunaan dana LS+ UP/GLY/TU sampai dengsn bulan mi
15, Kolom 14 deisi dengan jumlsh sisa pagu anggacan yang diperoieh dari jumilah anggeran dikurangi dengan jumish 5P1 atas penggunasn




§ Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembanty

BAGIAN HU- W

Uraian | PPED KPA P Bendahara | Benganary Pengeluaran
| Buku oy
1. Berdasarkan BKU dan
Buku Pembantu BKU, Pembanty |
bendahara pengeluaran | Buku BKY ‘
pembantu membuat 5 -I
Bendahara pengeluaran i il
pembantu ___r-F
P : . P
Dosumen L1-T]
1.Bendahara pengeluaran sP) | |
pembantu memberikan g'"-— | Bondebers
5P] nya ke Benahara J L
Pengeluaran paling lamtat m | lempican 8P4
tanggal 5 bulan berikutrya | iz | gl
|
3. Bendahara pengeluzran l I
melakukan verifikas,
evaluasi dan analiss atas Apakah Tidak
5P yang disampaikan oleh ""!;"!'ﬂ Y
bendahara pengeluaran
I
¥Ya
4. Bendahara Pengeluaran l
kemudian menggunakan B Ll an
5P bendahara Dokuman
pengeiuaran pembanty | Momgion 8P i
tersebut dalam proses SPJ
pembuatan 57) Benahara -- Bendahara
pengeluaran. pengeluaran 5
1
FPENELITIAN SURAT | BUPATI JEP
JABATAN | PARAF |/
Sekretana Luctan 4 ] /
Asislan i P 3 R
Kepala Bagion | _ HENDRO MARTDJO
Xasubag o |




LAMPIEAN Py PERATLRAN BUPAT)
NONOR : 1009
TANGGAL &m" 1003

TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD
adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini
bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD

SPP-LS PPKD sebagal alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja
bunga dan belanja tak terduga. SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan
SPP-LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS PPKD yang telah disiapkan.
Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat reglister untuk SPP yang
diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER SPP/SPM/5P2ZD
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD
| Jenis sPp SPM $P2D |
umlTﬂhTﬂ-Hﬂ-Tﬂ No. Uraian Jumiah _ltlw_
2 3 4 5 ] 7 ] 9 10 1
| |
R ——
Bendanara Pengeiuaran Ppped
iTanda Tangan)
(hama Ieias)
Mk

Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3. Kolom 2 diisi dengan jenis belanja yang diajukan
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan 5PP
5. Koplom 4 diisi dengan Nomar SPP yang diajukan
&. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
7. Kolom 6 disi dengen Nomor SPM yang diterbitkan
8. Kolom 7 ditsi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
9. Kolom B diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan

Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperiukan
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Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam
BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara
pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD

Dokumen-Dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah:
1. Buku Kas Umum (BKU) - Bendahara Pengeluaran PPKD
2. Buku Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri dari:

* Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek - Bendahara Pengeluaran PPKD

Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

No. Tanggal Uraian Kode Rekening ___Penerimasn Pengeluaran Saldo

N-ﬂ

O @uo kW

ludul diisi dengan nama nama SKPD yang bersangkutan

Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan
adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maks terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama
kali dicatat

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini dilsi hanya untuk transaksi belanja

Kolom penerimaan dissi dengan jumiah rupiah transaksi penerimaan

Kolom pengeluaran diisi dengan jumiah rugiah transaksi pengeluaran

Kolom saldo diisi dengan jumiah atau saldo akumulasi.

Kas di bendahara pengeluaran pembantu dilsi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan.

Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank *

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama

jelas.*

- mewmﬂmmmwhmmmwmm
PPED



BUKL RINCIAN OBYEK BELAMIA
BENDAHARA PENGELUARAN PPED
SKPD
Kode Rekening
Nama Ariening
Jurmilah Anggarar B i
Tahun Anggaran
ol Ne. BKU L Uraian ] Belanjs LS
Mengetatui siiassns o TR oo
PPED Bendahard Pengciuaran PPED
{Tanda Targan] [Tanda Tangan)
|Narma [Nama plas)
NiP. N
Cara Pengisian:

Judul dilsi dengan nama SKPD, kode rekening, nama rekening, jumiah anggaran dan tahun anggaran
Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

Kolom no. BXU dilsi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPEXD

Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

Kolom belanja LS diisi dengan jumiah rupiah belanja menggunakan 5PP LS

Kolom tanda tangan ditandatangani cleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPID disertai nama jelas. *

Dirsi hanya pada 5391 penutupan di akhir bulen untuk keperiuan peyusunan Laporan Perlanggungjawsban Bendanara Pengelusran PPRD

R

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD dan
Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek.

2. Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di
catat di BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar
Jumiah kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara
pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom
penerimaan.

3. Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU-
bendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian
per obyek.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan SP2D LS PPKD

1. Pembukuan Belanja 5P20 LS PPKD




Uraian Bendahara Pengeluaran PPYD
Proses Pererttan SP2D
LS PPXD sepers yang
D asa R SaaT
1. Bendshara Pengeluaran PPKXD menerima SP2D DERLIAN g beriky
L5 PPKD belanjas yang dilakukan l—
' SPID LS PPED
2. Bendahara Pengeluaran PPKD  kemudian §
melakukan proses Pengisian BKU - Bendahara
Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan
BMLU Banaanama
Fengeluaran PPRD pada
ROROT) PO I
3. Bendahara Pengeluaran PPED  kemudian
melakukan proses pengmsian BKU - Bendahara
Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran. |
Tanggal dan jumiah yang dicatat sama dengan Meianuegn Pengaar B
tanggal dan jumiah yang dicatat di kolom mm
pererimaan
4. Bendahara pengeluaran PPKD melakukan » p e
proses  pengisian  buku  rekapitulasi | mmmﬂnﬁ
pengeluaran per rincian obyek - bendahara P NN 2
pengeluaran PPKD Hﬂw
v
S. Hasil akhir dari proses ini adalsh BKU - BKU Bendatiars
bendahara pengeluaran PPKD dan Buku | Pengeluarsn FPED
Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran P .r
e rirkan Pengluaren
, obryes - Pengeluaman

3. PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan fungsi
kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut,
dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SP J).

Dokumen SP | tersebut dilampirkan dengan:

1. Buku Kas Umum (BKU) - bendahara pengeluaran PPKD

2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek - bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan
bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum
dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud

Disamping laporan pertanggungjawaban diatas Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register
untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAMARA PENGELUARAN PPKD



(dalam rugiat)

5P~ LS PPRD

g Urawan w8 Bular
Rakuning Anggaran . o

“;E

be{4+5) 7= (3+6)

PPN
b PPh-21
e PPh-22

d. PPh-23

- .

Pengriuzran
- $P (LS)

a PPN

b. PPh-21

c PPh-12

d P

Jumiah Pengeluaran

L

(LY L

Judul dusl dengan nama SKPD yang bertanghutan, nama pergguna anggaran/kudsd PENEEUTA ANGEATIN, nama bendahara pengehuaran,
tahun anggaran dan bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kohom 2 diisi dengan uralan nama kode rekening

Lolom 3 dusi dengan jumish anggaren yang drtetapkan dalam APBD atas masing-mating hode rehenng

Kolom 4 dilsi dengan jumiah SPID alas pembaysran LS-Pinak KEUEa yang Lelah diterbitien /5P 53mpai dengan butan laly

Kolom 5 desi dengan jumish SPID atas pembayaran LS-Pihak Ketga yang telah dierbikan/SPI bulan ini

Eolom & diisi dengan jumiah 5P2D atas pembayaran LS Pihak Kotige yang telah diterbitian/5#1 sampai dengan bulan ini

Kolom 7 diisi dengan jumiah Si53 pa gu enggaren yang diperoieh dari jumish angganan diurangi dongan jumiah SP) atas perggunaan dand
LS samigdi deengan bulen ini

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD
membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian di berikan ke
PPK SKPKD untuk dilakukan verifikasi.

Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SP) bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya
tersebut kemudian diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan.

Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SP) bendahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan
dokumen SP)J yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung jawaban bendahara pengeluaran
PPKD
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1. Berdasarkan BXL

3. PPX SKPED melakukan
verifikasi atas 5P) yang
disampaikan dan

kepada PPXD untuk

4. PPED melakukan
verifikasi, evaluasi dan
analisis atas 5P)
bendahara pengeluaran
PPED yang disampaikan

5. Selanjutnya PPKD
melakukan pengesahan
atas 5P) yang
disampalkan oleh
bendahara pengeluaran

BUPATI JEP




LAMPIRANV  : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR - 44 _Tohun
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TANGGAL ) DeaemBer 2009

TATACARA
PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam
pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah.
Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum
daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan SUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:
a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama
setiap minggunya.

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat Register untuk SPP yang diajukan
serta SPM dan SP20D yang telah diterbitkan.

Format dokumen laporan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAM KABUPATEN JEPARA
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
HAR] NPT «
TANGGAL e
PERIODE i ra
Trangaks |
,m #% ] s [eeee] Uraisn Penerimaan pEngRUIran
1 Fi 3 4 5
i |
baracak
Frrubatan Fous ga1 Har el Tl
Feinl Kas |H-L)
L Posist Kas (H] |
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 Rp
Saldo di Bank 2 Rp
Total Saldo Kas*® Rp
(Tanda Tangan)
(M Jelag)
NP

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Cara Pengsian;

Judul dilsi dengan Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi Kas Harian.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi.

Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah 5P20/5T5/Bukti lain yg sah

Kolom 3 diis: dengan uraian sesuai dengan bukti transalksi,

Kolom 4 diisi dengan jumiah [Rp) penerimaan yang masuk ke kas umum daerah

Falaes B el de oo I

P e




-

Bv

Jumiah disi jumiah dari kolom penerimaan dan pengeluaran
mmmmwwmmhm-mmmmhwmm
w.mmmmmmmmummmmﬂmm
mmmmnmmummmm

Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu harl sebelumnya
WMIH}MMnWMMMmuinﬂh-llﬂiwmhmmmmw_

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REKONSILIASI BANK
Periode ..........

5aldo Kas umum daerah Menurut Buku Rp.
Saldo Kas umum daerah Menurut Bank S
Selisih D i,

Keterangan Selisih
Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

a STSNo...

b, Bukti Lain yang sah Rp.
c. Dst. Rp__

gF

Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

2 SP2DNo... Rp.
b. Nota Kredit No. ..... Rp.
€. Bukti Lain yang sah Rp.
d. Dst. Rp._

gF

F

£
S i
:
gF

hﬂﬂhua'umm Daerah

[Tanda Tangan)
(Namg Jelas)

NIP

Cara Pengisian ;

Judul diisi dengan Periode diisi dengan tanggal rekonsiliasi,
SiidnlnumumduuhMmurutMudﬁjumlahsﬂduﬁhirmdipmmbwmmmmﬂ
buku pada tanggal rekonsiliasi.

Saldo Kas umum daerah Menurut Bank diisi jumiah saldo akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada
tanggal rekonsiliasi.

Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catatan buku dan menurut catatan Bank.
Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain
yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.

Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumiah (Rp) SP2D/Bukti lain
yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.

Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buky diisi dengan jumiah (Rp) STS/Bukti lain
yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di Buku.

Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumiah (Rp) SP2D/Bukti lain
yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di buku.



‘ REGISTER SPP/SPM/SP2D
BENDAHARA UMUM DAERAH

N Jeni e | sm SPID = |
o | UP/GU/TUNS | Tg | No. | Tgl | No. | Tl | WNe. i . S -
1 2 3 4 5 b 7 8 g 10 11

| 1

| |

Bendahara Umum Daera
{Tanda Tangan)
{Nama Jelas)
NIP,

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GL/TU/LS

Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan 599

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
msm&mnﬂwmﬂﬂmmunmﬂ#nﬁmuhﬁmm
Kokom € diisi dengan Nomor SPM yang diterbitian

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan 5P20 terkait dengan penerbitan SPM pada kniom sebelumnya
Kolom B diisi dengan Nomor 5P20 yang diterbitkan

Kolom 3 diisi dengan Uraian Pengajuan

Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperiukan

HO®m N e w e

=1
-

Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap hari dalam bentuk Rekonsiliasi
Bank dan Laporan Posisi Kas Harian.

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai
berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun
laporan posisi kas harian.

2. BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya.

3. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD menyusun rekonsiliasi bank

4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di Bank menurut Rekening Koran
dengan saldo kas di Bank menurut laporan posisi kas harian.

5. Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut diserahkan kepada kepala daerah hari
pertama setiap minggunya.



2. Berdosorkon bukfi-
bukti yang ada
Bendahara Umum

laporan posisi kas

3, Loporon posisi kas
harian akan
dijodikan dasar

4, BUD menerima
rekening koran dori
bank sefiop hari
untuk traonsoks saty
hari sebelumnya

5. BUD menyusun
Rekonsiiasi Bank

soido kos pada
loporon posisi kos
harion dan saldo
kas rekening koran

4. BUD menyerahkan
harion kepada
kepala doerah
sefiap hari

sefiap minggunyo

BUPATI JEP
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‘ 2 . !
mm-mmmwmmmmmm
Derwenang: ovie
b. Meneliti kelengkopan dokumen pendukung SPP-LS PPKD:
c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait. apabila
dokumen tersebut tidok memenuhi syarat dan / atou tidak lengkop.

(3) Tata cara penatousahoan dan penyususnan loporan perfanggungjowaban bendahara
pengeluaran PPKD seria penyompaiannya tercantum dalam Lompiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal é

(1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan loporan atas pengelolaan uang yang terdapat
dalom kewenangonnya.
(2) Loporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

a. Laporan Posisi Kas Harion
b. Rekonsiliasi Bank

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah sefiap har
kerja.

(4) Tata cara penyusunan laporon Bendahara Umum Doerah tercantum dalom Lompiran V
Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan petunjuk fata cara administrasi bendahara doerah dinyotakon tetop beriaku. sepanjong
tidak bertenangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Peraturan Bupafi ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010

Agoar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penetapannya dalom Berita Doerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkon di Jepara,
pada tanggal 30 Daumber 2009

BUPATI JEP

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

BERTTAD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 1b%



rekapitulasi perhitungan.
2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
o

Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan
penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian

pertanggungiawaban bendahara penerimaan PPKD.

1. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPXD

penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan

URAIAN

PPKD

1 Berdasarkan Buku
Pendapatan PPXD dan Bukti
penerimaan yang sah
Bendahara Penerimaan
PPED menyusun Pertang-

3. Dilakukan proses verifikasi,
evaluasi dan analiss untuk

pendapatan PPKD yang
sinkron dan kredibel

4 PPED melakukan

bendahara penerimaan
sebagal bentuk persetujuan

BUPATI JEP,

HENDRO MARTOJO




8. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran
Buiy
1. Berdasarkan BKU dan Pembanty
Buku Pembantu BKU,
bendahara pengeluaran |
pembantu membuat 5P)
Bendahara pengeluaran R
€ g
PN, S—
Dokumen 5P
1. Bendahara pengeluaran lampiran 5PJ Bercanara
|  pembantu memberikan ey B Dk
| 5P nya ke Benahara | Bendahara - iampiran SPJ
Pengeluaran paling lambat pengeluaran
tanggal 5 bulan berikutnya I L e e
1 Bendahara pengeluaran
| melakukan vertias, Tidak
evaluasi dan analisis atas Apakah
§P) yang disampaikan oleh ﬂ':"
bendahara pengeluaran
pembanty
¥Ya
4 Bendahara Pengeluaran |
kemudian menggunakan :
57) bendahara Dokumen
pengeluaran pernbantu | lampiran SPJ
tersebut dalam proses sPJ
pembuatan SP) Benahara + Bendahara
I' pengeluaran PIngE alh
| gy S
|
|
|
|
|
BUPATI JEP
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3. PPK SKPKD melakukan
verifikasi atas 5P yang
disampaikan dan

kepada PPKD untuk

4 PPED melakukan
verifikasi, evaluasi dan
analisis atas 5°)
bendahara pengeluaran
PPKD yang disampaikan

5. Selanjutnya PPKD
melakukan pengesahan
atas SP) yang
disampaikan oleh
bendahara pengeluaran

p——im
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KD BUD Bank
Prosae
P atausahaan
LLANGEN daeran
3t i caim
Pam Dh mengena
st dan prosecur
Doerah ]
mengumpulican
semua bukfi-bukfi SPIDSTS
fransaksi yang ot
terjod dalam saty oty
hari Py
2. Berdasarkan bukti-
bukti yong oda Menyusun
Bendahara Umum "“"‘.:.
Doerah menyusun o
laporan posisi kas Lagoran
harian :-:.u-
3.Laporan posisi kas ‘ S
harign akan | 5
dijodikon dasar
sy l
rekonsiiasi bank ,
| H " HIIIIII I.
_4 Bank Bark |
4, BUD menerima | L f}l
T
Parmbudtan
Rpaonsiias
Bar
r_'.'
‘ -
EP .
TR e 0
|
!
l
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KD BUD Bank
Prosae
P atausahaan
LLANGEN daeran
3t i caim
Pam Dh mengena
st dan prosecur
Doerah ]
mengumpulican
semua bukfi-bukfi SPIDSTS
fransaksi yang ot
terjod dalam saty oty
hari Py
2. Berdasarkan bukti-
bukti yong oda Menyusun
Bendahara Umum "“"‘.:.
Doerah menyusun o
laporan posisi kas Lagoran
harian :-:.u-
3.Laporan posisi kas ‘ S
harign akan | 5
dijodikon dasar
sy l
rekonsiiasi bank ,
| H " HIIIIII I.
_4 Bank Bark |
4, BUD menerima | L f}l
T
Parmbudtan
Rpaonsiias
Bar
r_'.'
‘ -
EP .
TR e 0
|
!
l
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